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ORISINALITAS
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Saya (Windah Alfianah, 041310113013), menyatakan bahwa:

1. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah asli dan benar — benar hasil karya
sendiri, bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya,
serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarisme) dari
karya orang lain.

2. Dalam laporan Praktik Kerja Lapangan ini tidak terdapat karya atau pendapat
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saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan mata kuliah
yang telah lulus karena karya tulis ini, serta sanksi-sanksi lain sesuai dengan
norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.3. Latar belakang

Beras merupakan kebutuhan pokok untuk pangan bagi sebagian besar
masyarakat Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Ini menjadikan beras sebagai
komoditas nasional yang strategis. Secara tidak langsung maka kondisi tersebut
memunculkan permintaan persediaan berkelanjutan di kalangan masyarakat. Bagi
sebagian orang, hal ini dapat menjadi kesempatan memonopolikan harga beras di
pasaran. Dengan kata lain, harga beras menjadi berfluktuasi dan berimbas pada
kesejahteraan masyarakat.

Munculnya angka kemiskinan menambah kendala pemerintah dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Seringkali kendala ini menyebabkan
masyarakat Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok pangannya.
Pemerintah menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok
masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya
mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Pemerintah Provinsi
Jawa Timur berusaha menjadi fasilitator dalam penanganan masalah kemiskinan serta
terpenuhinya  kebutuhan  pangan  dengan  pengadaan  program-program
penanggulangan kemiskinan. Pembangunan aspek yang berfokus pada pemerataan
ekonomi serta pemangkasan beban pengeluaran rumah tangga miskin dalam
memenuhi kebutuhan pangan melalui subsidi secara proporsional menjadi salah satu
upaya Pemerintah yang semata-mata untuk menurunkan angka kemiskinan di
Indonesia khususnya di Jawa Timur.

Misi Pertama Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun
2014 hingga 2019 adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yang bertujuan
mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan dan indeks keparahan
kemiskinan yang dicapai melalui strategi meningkatkan keterpaduan program

penanggulangan kemiskinan lintas dan antar sektor dengan lokasi dan sasaran tertentu

1
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(locus-focus) yaitu salah satunya adalah mendukung Program Pemerintah tentang
pelaksanaan Program Raskin di Provinsi Jawa Timur dimana yang berperan sebagai
intermediary agency (penghubung) berbagai kepentingan mulai dari Desa,
Kecamatan, Kabupaten atau Kota, Nasional hingga ke lapisan masyarakat sesuai
porsinya dalam hal Pelaksanaan Program Rakyat Miskin (Raskin). Dalam
menyukseskan Pelaksanaan Program Raskin di Jawa Timur maka Pemerintah Daerah
melakukan perencanaan, sosialisasi, koordinasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi
program, dan tindak lanjut pengelolaan pengaduan sampai pada tahapan akhir
pelaporan kepada stakeholder Program Raskin di Pemerintah Pusat.

Strategi komunikasi adalah pendekatan secara keseluruhan yang diterapkan
dalam menyosialisasikan Program Raskin kepada berbagai khalayak sasaran terkait
hingga dapat berjalan dengan efektif dan bersinergi yang bertujuan menyebarluaskan
informasi tentang kebijakan Program Raskin secara utuh dan komprehensif,
membangun kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan bahwa Program
Raskin merupakan program bersama yang menghendaki kepedulian, komitmen dan
keterlibatan berbagai pihak agar dapat mencapai tujuan.

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin di Provinsi Jawa Timur 2015 dan
untuk mengefektifkan pelaksanaan program maupun pertanggungjawabannya, maka
dibentuk Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur, demikian juga untuk tingkat
Kabupaten atau Kota, kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Tingkat
Desa/Kelurahan. Kemudian, Penanggung Jawab Program Raskin Provinsi Jawa
Timur adalah Gubernur Jawa Timur, di Kabupaten atau Kota adalah Bupati atau
Walikota, di kecamatan adalah Camat dan di Tingkat Desa atau Kelurahan adalah
Kepala desa atau Lurah.

Perusahaan umum BULOG adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2003 yaitu tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG, yang
mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61

Tahun 2003. Perusahaan Umum BULOG Divisi Regional Jawa Timur bergerak di
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bidang logistik pangan. Perusahaan Umum (Perum) BULOG Divisi Regional Jawa
Timur adalah perusahaan yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyalurkan beras
ke seluruh masyarakat di daerah Jawa Timur serta melakukan upaya peningkatan
pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan maupun
stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus Perusahaan Umum BULOG
diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok
masyarakat berpendapatan rendah dan rawan pangan, yang penyediaannya
mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Perusahaan Umum
(Perum) BULOG Divisi Regional Jawa Timur membawahi 13 Sub Divisi Regional.
Ruang lingkup bisnis Perusahaan meliputi usaha logistik atau pergudangan, survey
dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan
komoditi pangan dan usaha eceran. Produk Perusahaan Umum (Perum) BULOG
Divisi Regional Jawa Timur tetap menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah,
stabilitas harga khususnya harga pokok, penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi
bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan pengelolaan stok pangan.

Program Raskin merupakan Program Penanggulangan Kemiskinan yang
masuk dalam Kluster 1 Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang
nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
tahun Anggaran 2015, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan
kebijakan Anggaran subsidi Raskin 2015 yang disediakan dalam Daftar Isi
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun 2015 oleh Kementrian Keuangan.
Kebijakan pemerintah pusat dalam penganggaran program raskin hanya untuk
pengadaan beras dan penyaluran sampai Titik Distribusi (TD).

Program Raskin merupakan implementasi dari instruksi Presiden No. 3 Tahun
2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh
Pemerintah, yang merupakan pengejawantahan intervensi pemerintah dalam
perberasan nasional untuk memperkuat ketahanan pangan. Menteri Koordinator
bidang Kesejahteraan Rakyat menggalakkan Proram Subsidi Beras bagi Masyarakat

Berpendapatan Rendah (Program Raskin) untuk seluruh masyarakat lintas sektorat
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baik horizontal maupun vertikal. Program ini dimulai pada waktu terjadi krisis
pangan pada tahun 1998 sebagai bentuk upaya penyelamatan (safety) oleh
Pemerintah. Program bantuan pangan bersyarat ini diselenggarakan oleh Pemerintah
Indonesia berupa penjualan beras di bawah harga pasar kepada penerima tertentu
yang diharapkan dapat membantu memangkas beban pengeluaran rumah tangga
miskin.

Sasaran Program Raskin Provinsi Jawa Timur 2015 adalah berkurangnya
beban pengeluaran 2.857.469 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)
dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi
sebanyak 15 kg per RTS/bulan atau setara 180 kg per RTS/tahun sebagai stok pangan
nasional dengan harga tebus Rp. 1.600 netto di Titik Distribusi (TD) sebagai
pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras
bersubsidi.

Program Raskin memiliki proses panjang yang harus dilakukan, baik proses
perencanaan dan pengangaran, penetapan pagu, Perubahan DPM, proses penyaluran
Raskin hingga TD, sosialisasi, Monev, hingga proses penagihan subsidi Raskin.
Progam Raskin tersebut dilaksanakan oleh banyak pihak terkait yang terbentuk dalam
tim. Pemerintah Daerah mengambil alih kegiatan distribusi dari Titik Bagi hingga
RTS-PM namun kejadian di lapangan jatah beras yang diterima RTS-PM bukan lagi
15 kg, namun hanya berkisar 10 kg yang diterima RTS-PM. disamping itu Askolani
mengungkapkan terjadi kelonjakan harga jual di masyarakat Rp 200 hingga Rp 300
per kg. Pengendalian internal kegiatan Pendistribusian Raskin dipandang penting
dalam mengukur keberhasilan Program Raskin karena merupakan prosedur yang
dirancang untuk mengontrol, mengawasi, mengarahkan Perum BULOG agar dapat
mencapai tujuan. Pengendalian internal juga merupakan bagian integral dari aktivitas
manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan kegiatan operasi dalam

Pendistribusian Raskin.
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1.2 Landasan Teori
1.2.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney dan Steinbart (2014:3), sistem adalah
serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi
untuk mencapai tujuan, terdiri dari subsistem yang mendukung sistem
yang lebih besar.

Menurut Agustinus Mujilan (2012:1), informasi adalah data yang
berguna yang telah diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk
mengambil keputusan yang tepat. Informasi sangat penting bagi
organisasi. Pada dasarnya informasi adalah penting seperti sumber daya
yang lain, missal peralatan, bahan, tenaga, dan lain sebagainnya.

Menurut Horrison, et al., (2012:2), akuntansi merupakan sistem
informasi yang mengukur aktivitas bisnis. Akuntansi memproses data
menjadi laporan, mengasumsikan hasilnya kepada pengambil keputusan
yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis.

Menurut Bodnar dan Hopwood (2010:1), sistem informasi
akuntansi adalah “An accounting information system a collection of
resource such as people and equipment, design to transform financial and
othe data into information”. Pernyataan Bodnar dan Hopwood
menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan
sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk
mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi. Menurut
Jogiyanto (2010:13), sistem informasi akuntansi sebagai bermacam-
macam kegiatan suatu perusahaan yang menyediakan informasi keuangan
dan informasi yang didapatkan dari transaksi-transaksi data, dimana
tujuan pelaporan internal kepada manajer digunakan dalam pengendalian,
perencanaan saat ini, operasi masa depan serta pelaporan eksternal kepada
pemegang saham, pemerintah dan pihak-pihak luar lainnya. Menurut

Krismiaji (2010:4), sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang
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memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang
bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoprasikan
bisnis. Menurut Anastasia Diana dan Lilis setiawati (2011:4), sistem
informasi akuntansi adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan
dan memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan
transakasi keuangan. Berdasarkan definisi yang ada dapat disimpulkan
bahwa sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya dan

diproses untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoprasikan bisnis.

1.2.1.1 Pengertan Kualifikasi Informasi
Menurut Romney dan Steinbart (2014:5) adanya tujuh
karakteristik yang disajikan pada tabel 1.1 membuat informasi
menjadi berguna. Tingkat kualitas informasi ditentukan dengan
semakin lengkapnya karakter yang ada dalam informasi tersebut
dalam pengambilan keputusan.
Tabel 1.1

Karakteristik Informasi

No. | Karakteristik Keterangan

1. | Relevan Mengurangi ketidakpastian,

meningkatkan pengambilan keputusan

2. | Reliabel Bebas dari kesalahan, menyajikan
kejadian atau aktivitas organisasi secara

akurat

3. | Lengkap Tidak menghilangkan aspek penting dari
suatu kejadian atau aktivitas yang

diukur
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No.

Karakteristik Keterangan

4. | Tepat Waktu Diberikan pada waktu yang tepat bagi

mengambil keputusan

5. | Dapat dipahami Disajikan dalam formal yang dapat

dimengerti dan jelas

6. | Dapat diverifikasi Dua orang yang independen dan

berpengetahuan di bidangnya, dan
masing-masing menghasilkan informasi

yang sama

7. | Dapat diakses Tersedia untuk pegguna ketika mereka

membutuhkannya dan dalam format

yang dapat digunakan

TUGAS AKHIR

Sumber: Romney and Steinbart, (2014:5)

Menurut Gelinas, Dull, dan Wheeler (2012:18) kualitas
informasi adalah “qualities of information: to provide output useful
assistant manager and other user of information, an information
system must collect data and convert them into information the
process important quality that allow you to design and control the
collection and processing of data”. Pernyataan Gelinas, Dull, dan
Wheeler menjelaskan bahwa kualitas informasi berguna untuk
memberikan hasil keluaran untuk asisten manajer pengguna
informasi dan lainnya, sebuah sistem informasi harus
mengumpulkan data dan mengubahnya menjadi informasi penting
proses kualitas yang memungkinkan anda untuk merancang dan
mengendalikan pengambilan dan pengolahan data.

Dapat disimpulkan bahwa kualitas informasi ditentukan
dengan semakin lengkapnya karakter yang ada dalam informasi
yaitu relevan, reliable, lengkap, tepat waktu, dapat dipahami, dapat

diverifikasi, dan dapat diakses yang berguna untuk memberikan
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hasil keluaran bagi asisten manajer pengguna informasi dan

lainnya

1.2.1.2 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Krismiaji (2010:23) tujuan utama dari sistem

informasi akuntasi adalah:

a. Mengumpulkan dan memproses data tentang kegiatan
organisasi bisnis secara efektif dan efisisen

b. Menghasilkan informasi yang berguna untuk membuat
keputusan

c. Melakukan pengawasan yang memadai untuk menjamin bahwa
data transaksi bisnis telah dicatat dan diproses secara akurat,
serta untuk melindungi data tersebut dan aktiva yang dimiliki

oleh perusahaan

1.2.1.3 Manfaat Sistem Informasi Akuntansi
Menurut Puspiawati dan Anggadini (2011:67) bahwa sistem
informasi memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga
dapat melakukan aktivitas utama pada rantaian nilai (value
chain) secara efektif dan efisien

b. Meningkatkan kualitas, mengurangi biaya produksi dan jasa
yang dihasilkan serta meningkatkan efisiensi

c. Meningkatkan kemampuan dalam hal pengambilan keputusan

d. Menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan
1.2.2 Pengertian Prosedur Penyerahan Barang

Prosedur adalah suatu wurutan kegiatan klerikal, biasanya

melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat
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untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang

terjadi  berulang-ulang (Mulyadi, 2010:5). Kemudian, prosedur

penyerahan barang sendiri digunakan untuk melayani pengambilan barang

oleh pembeli yang telah melakukan pembayaran ke Bagian Kasa

(Mulyadi, 2010:9-10). Prosedur Penyerahan Barang ini terdiri dari

kegiatan klerikal yaitu menulis dan membandingkan sebagai berikut:

a. Menulis data mengenai penyerahan barang dengan cara membubuhkan
cap “sudah diambil” pada faktur penjualan tunai.

b. Membandingkan jenis barang yang tercantum dalam faktur penjualan
tunai yang diterima dari bagian penjualan dengan jenis barang yang

tercantum dalam faktur penjualan tunai yang diterima pembeli.

1.2.3 Pengertian Sistem Distribusi

Menurut Abdullah dan Tantri (2012:3) Distribusi atau sering
dikenal penyaluran adalah kegiatan penyampaian produk sampai ke
tangan si pemakai atau konsumen pada waktu yang tepat. Distribusi juga
dapat diartikan sebagai pencakupan pasar - struktur eceran dan grosir —
saluran yang dipergunakan untuk membawa produk ke pasarnya

Menurut Nainggolan (2005:4-7) Pengertian sistem distribusi
adalah pengaturan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke
konsumen. Sistem distribusi yang efisien menjadi prasyarat untuk
menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam
jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang
terjangkau. Perdagangan pangan yang adil diantara berbagai pelaku
dengan kekuatan yang berbeda akan menjamin return/keuntungan yang
efisien dan adil.

Menurut The American Marketing Association (AMA) (dikutip
oleh Swastha dan Irawan (2005:285)) distribusi adalah suatu struktur

organisasi dalam perusahaan yang terdiri dari agen, dealer, pedagang
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besar, dan pengecer, melalui sebuah komoditi, produk atau jasa yang
dipasarkan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa
distribusi adalah suatu struktur organisasi dalam perusahaan yang
penyampaian produk sampai ke tangan si pemakai atau konsumen pada

waktu yang tepat.

Gambar 1.1

Bagan Penyaluran Atau Distribusi

Produsen Produsen Produsen Produsen Produsen
} :
Agen Agen
i
Pedagang Pedagang
Besar Besar
i !
Pengecer Pengecer Pengecer Pengecer
{ i I Il
Konsumen Konsumen Konsumen Konsumen Konsumen

Sumber: Diolah sendiri, 2016

1.2.3.1 Fungsi Sistem Distribusi

Fungsi dari kegiatan distribusi dapat dirincikan sebagai

berikut:

a. Fungsi Pertukaran
Dimana kegiatan pemasaran atau jual beli barang atau jasa
yang meliputi pembelian, penjualan, dan pengambilan risiko
(untuk mengatasi risiko bisa dilakukan dengan menciptakan
situasi dan kondisi pergudangan yang baik, mengasuransikan
barang dagangan yang akan dan sedang dilakukan).

b. Fungsi Penyediaan Fisik
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Berkaitan dengan menyediakan barang dagangan dalam jumlah
yang tepat mencakup masalah pengumpulan, penyimpanan,
pemilihan dan pengangkutan.

c. Fungsi Penunjang
Merupakan fungsi yang berkaitan dengan upaya memberikan
fasilitas kepada fungsi-fungsi lain agar kegiatan distribusi dapat
berjalan dengan lancar, fungsi ini meliputi pelayanan,

pembelanjaan, penyebaran informasi dan koordinasi.

1.2.3.2 Strategi Sistem Distribusi

TUGAS AKHIR

Menurut Asri yang dikutip oleh Isnaini (2005:67), dalam
menentukan jumlah agen yang digunakan produsen ada 3 (tiga)
strategi pendistribusian sebagai berikut:

a. Distribusi Intensif
Suatu sistem penyaluran barang dengan menggunakan
jumlah outlet (perantara) yang tidak terbatas agar konsumen
dapat dengan mudah membeli barang-barang tersebut. Sistem
penyaluran semacam ini biasanya dipakai untuk barang-barang
konsumsi terutama untuk barang yang mudah dipakai dan dapat

dibeli di pengecer.

b. Distribusi Selektif
Distribusi selektif mengandung arti adanya pembatasan
outlet (perantara) yang digunakan dalam suatu area tertentu.

Pembeli baru melakukan pembelian setelah

mempertimbangkan secara masak tentang mutu, harga, dan dan

sebagainya di beberapa tempat.
c. Distribusi Eksklusif
Distribusi eksklusif dapat dianggap sebagai tipe khusus dari
distribusi  selektif, yang biasanya dipergunakan untuk
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menyalurkan barang yang bersifat /ux (mewah). Produsen
hanya akan memilih lembaga penyalur tertentu yang dianggap

cukup representatif.

1.2.3.3 Pengertian Saluran distribusi
Menurut Kotler and Keller (2009:106) Saluran distribusi
adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat
dalam proses untuk menjadikan suatu produk atau jasa untuk

digunakan atau dikonsumsi.

1.2.3.4 Manfaat dan Tujuan Saluran Distribusi
Beberapa manfaat menggunakan saluran distribusi oleh
perusahaan oleh perusahaan dalam memasarkan produknya
sebagai berikut:
a. Meningkatkan cakupan pasar
b. Menurunkan biaya penyaluran
c. Penjualan yang lebih menyesuaikan dengan pelanggan

(customized)

Tujuan Saluran distribusi yaitu menyampaikan barang dan jasa
kepada konsumen secara tepat waktu, tepat tempat, tepat bentuk,
dan tepat presepsi. Memudahkan konsumen untuk memperoleh
barang atau jasa tersebut dan mampu meningkatkan volume
penjualan serta memperluas area pemasaran. saluran distribusi
digunakan juga untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan
karena dengan memakai saluran distribusi maka akan dapat
diketahui kondisi pasar masing-masing daerah pemasaran para
distributor, serta mengetahui dengan cepat apa yang menjadi
keluhan dan harapan para pelanggan, sehingga produsen dapat

menyediakan barang dan jasa sesuai dengan permintaan pasar.
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1.2.4 Pengendalian Internal

Menurut Jerry J Weygandt, et al,. (2010) bahwa sistem pengendalian
intern merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi-
metode-metode, dan alat-alat yang dikoordinasikan dengan tujuan untuk
menjaga kekayaan atau harta perusahaan, memeriksa ketelitian,
kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong

dipatuhinya manajemen yang telah ditetapkan

Menurut Mulyadi (2010:180) pengendalian intern sebagai suatu
proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan

anggota lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai
tentang pencapaian 3 (tiga) golongan tujuan yaitu:

a. Keandalan pelaporan keuangan.

b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

c. Efektivitas dan efisiensi operasi.

Menurut Romney dan Steinbart (2014:226) pengendalian internal
adalah proses yang dijalankan sebuah perusahaan pada seluruh aktivitas
pengoperasian dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen.
Pengendalian internal memberikan jaminan memadai dari tujuan
pengendalian yang telah dicapai. Dalam kata lain pengendalian internal
adalah rencana sebuah perusahaan dan metode-metode bisnis yang
digunakan untuk menjaga asset-aset perusahaan, menyediakan informasi
yang benar dan akurat, meningkatkan tingkat efisiensi operasional
perusahaan, dan mendorong manajemen untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan secara tepat.

Menurut Romney dan Steinbart (2014:230-231), sebuah kerangka
Committee of Sponsoring Organization (COSO) yang menjelaskan
pengendalian internal dan memberikan panduan untuk mengevaluasi dan
meningkatkan sistem pengendalian internal. Pada tahun 1992 COSO

menerbitkan kerangka Internal Control (kerangka IC) yang diperbarui
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pada 2003 yang menggabungkan pengendalian internal kedalam
kebijakan, pengaturan, dan regulasi untuk mengendalikan aktivitas bisnis,
kerangka IC yang diperbarui untuk kesepakatan yang lebih baik lagi
dengan program bisnis dan penguasaan teknologi terkini. Kerangka IC
revisi juga memberikan panduan lebih tepat bagi para pengguna tentang
cara menerapan dan mendokumentasikan kerangka. Kerangka IC baru
tetap menggunakan lima komponen dari kerangka asli dan menambahkan
17 prinsip yang membangun serta mendukung konsep, dapat dilihat pada
gambar 1.2.

COSO mendefinisikan IC adalah process, effected by an entity’s
board of directors, management, and other personnel, designed to provide
reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to
operations, reporting, and compliance. Definisi ini dibuat secara luas agar
dapat menangkap konsep yang penting mengenai bagaimana suatu
organisasi merancang, mengimplementasikan, melaksanakan IC, dan
menilai efektivitas dari sistem pengendalian internal, serta memberikan
dasar dalam pengaplikasiannya di berbagai tipe organisasi. Selain itu

definisi ini juga mengakomodasi bagian-bagian dari IC.
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Gambar 1.2

Kerangka Terintegrasi

Informat{on & Communication

toring ActiVities

Sumber: Robert Half (2014:2)

Berdasarkan pada gambar 1.2 tujuan IC terdiri dari operations, reporting, dan

compliance yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.

Operations Objectives.

Tujuan operasional terkait dengan pencapaian visi, misi, dan tujuan
didirikannya entitas. Tujuan ini terkait dengan peningkatan financial
performance, produktivitas, kualitas, enviromental practices, return of assets,
dan likuiditas. Salah satu tujuan yang terkait dengan tujuan operasional adalah
Pengamanan Aset. Entitas dapat menentukan tujuan yang terkait dengan
pencegahan kehilangan aset serta secara periodik mendeteksi dan melaporkan
kehilangan aset.

Reporting Objectives.

Tujuan pelaporan berkaitan dengan penyusunan laporan yang digunakan oleh
organisasi dan stakeholders dalam hubungannya berupa pelaporan finansial
maupun non finansial baik eksternal maupun internal. Karakteristik dari
pelaporan finansial maupun non finansial eksternal disesuaikan dengan aturan,
kebutuhan eksternal, dan standar eksternal seperti pada kontrak, dan

perjanjian. Sedangkan karakteristik pelaporan finansial maupun non finansial
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internal digunakan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan bisnis serta
ditetapkan oleh manajemen dan board.

Compliance Objectives.

Aturan dan hukum merupakan standar minimal dari perilaku organisasi.
Organisasi diharapkan akan menggabungkan standar tersebut ke dalam tujuan
dari entitas. Misalnya dalam hal pelaporan keuangan, dapat menjadi dasar
bagi manajemen dalam melakukan review dalam kinerja operasionalnya serta
kepatuhannya terhadap aturan. Penetapan tujuan-tujuan ini tetap saling

berkesinambungkan, tapi tetap bergantung dengan situasi yang ada.

Berdasarkan pada gambar 1.2 IC memiliki lima komponen serta 17 yang dapat

dijelaskan sebagai berikut

I

Control Environment.

Lingkungan pengendalian adalah rangkaian standar, proses dan struktur
yang menjadi dasar dalam pelaksanaan IC di seluruh organisasi. Terdapat lima
prinsip yang terkait dengan komponen lingkungan pengendalian yaitu:

a. Organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai
etika.

b. Board of director menunjukkan independensi dari manajemen dan
melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pelaksanaan IC.

c. Dengan pengawasan Board, manajemen menetapkan struktur, bentuk
pelaporan, tanggung jawab dan otoritas yang diperlukan dalam rangka
pencapaian tujuan.

d. Organisasi menetapkan komitmen dalam menarik, mengembangkan, dan
mempertahankan individu yang kompeten dalam rangka pencapaian
tujuan.

e. Organisasi memegang individu yang bertanggungjawab dalam IC dalam

rangka pencapaian tujuan.
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2. Risk Assessment.

Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis untuk mengidentifikasi,
menganalisis risiko dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan, serta
membentuk dasar mengenai bagaimana risiko harus dikelola. Terdapat empat
prinsip yang berkaitan dengan komponen ini yaitu:

a. Organisasi menentukan tujuan yang spesifik yang memungkinkan untuk
dilakukan identifikasi dan penilaian risiko yang terkait dengan tujuan.

b. Organisasi mengidentifikasi risiko yang terkait dengan pencapaian tujuan
di seluruh entitas untuk menjadi dasar bagaimana risiko akan
diperlakukan.

c. Organisasi mempertimbangkan potensi fraud dalam penilaian risiko.

d. Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang akan
mempengaruhi sistem pengendalian internal secara signifikan.

3. Control Activities.

Aktivitas Pengendalian merupakan tindakan yang ditetapkan dengan
prosedur dan kebijakan yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa manajemen
telah mengarah pada pencegahan atau memitigasi risiko dalam rangka
pencapaian tujuan. Terdapat tiga prinsip dalam komponen ini yaitu:

a. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang
berkontribusi terhadap mitigasi risiko sampai pada tingkat yang dapat
diterima.

b. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian secara
umum terkait teknologi.

c. Organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan dan
prosedur dalam pengimplementasiannya.

4. Information and Communication.
Informasi diperlukan dalam rangka pelaksanaan IC dalam rangka

pencapaian tujuan. Komunikasi dapat terjadi secara internal maupun eksternal
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dengan menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan IC

sehari-hari. Terdapat tiga prinsip dalam komponen ini yaitu:

a. Organisasi memperoleh dan menggunakan informasi yang berkualitas dan
relevan dalam rangka mendukung fungsi dari komponen lain dalam IC.

b. Organisasi secara internal mengomunikasikan informasi dalam rangka
mendukung fungsi dari komponen lain dari IC.

c. Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal terkait hal yang
mempengaruhi fungsi dari komponen lain dalam IC.

5. Monitoring Activity.

Evaluasi untuk memastikan seluruh komponen IC ada dan berfungsi

dengan semestinya. Terdapat dua prinsip dalam komponen ini yaitu:

a. Organisasi memilih, mengembangkan, dan melaksanakan evaluasi untuk
memastikan seluruh komponen IC ada dan berfungsi.

b. Organisasi mengevaluasi dan mengomunikasikan defisiensi IC pada

pihak yang bertanggung jawab agar diambil tindakan korektif.

1.2.4.1 Fungsi Penting dalam Pengendalian Internal
Menurut Romney dan Steinbart (2014:227) pengendalian internal
menjalankan tiga fungsi penting sebagai berikut:

1. Pengendalian Preventif, mencegah masalah sebelum timbul.

2. Pengendalian Detektif, mengidentifikasi dan memperbaiki masalah
serta memperbaiki dan memulihkan dari kesalahan yang
dihasilkan.

3. Pengendalian Korektif, mengindentifikasi dan memperbaiki
masalah serta memperbaiki dan memulihkan dari kesalahan yang

dihasilkan.
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1.2.4.2 Unsur Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern terdiri beberapa unsur:

1.

TUGAS AKHIR

Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional
secara tegas. Struktur  organisasi  merupakan  kerangka
pembagian  tanggung jawab fungsional kepada unit-unit
organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan
pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional
dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:
a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari
fungsi akuntansi.
b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk
melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
Sistem wewenang/otorisasi dan prosedur pencatatan yang
memberikan perlindungan terhadap kekayaan, utang pendapatan
dan biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi
atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang
untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu,
dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian
wewenang untuk otorisasi atas terlaksanya setiap transaksi untuk
menjamin dihasilkannya dokumen yang dapat dipercaya,
sehingga akan menjadi masukan yang dapat dipercaya bagi
proses akuntansi terutama mengenai kekayaan, utang,
pendapatan, dan biaya suatu organisasi.
Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi
setiap unit organisasi. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh
oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah:
a. Penggunaan formulir bernomor wurut tercetak yang
pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang

berwenang.
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b. Pemeriksaan mendadak.

c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai
akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada
campur tangan dari orang atau unit organisasi lain.

d. Perputaran jabatan.

e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.

f. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan
catatannya.

g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek
efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Perusahaan harus memiliki karyawan yang jujur dan kompeten

(ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawab karyawan

tersebut).

1.2.5 Pengertian Program Raskin dan Pelaksanaan Distribusi Raskin

Berasarkan  Keputusan — Gurbernur Jawa  Timur  Nomor
188/308/KPTS/013/2015, Raskin adalah program penyaluran beras
bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah yang terdaftar sebagai
Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) berdasarkan basis
data terpadu.

Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) adalah rumah
tangga yang berhak menerima beras dari program Raskin sesuai data
yang diterbitkan dari basis data terpadu oleh Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), serta data rumah tangga hasil
pemutakhiran daftar penerima manfaat oleh Musyawarah Desa atau
Kelurahan tahun 2014, yang telah disahkan oleh Camat. Tertuang di
dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah ditetapkan

dan disahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Kesejahteraan
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Rakyat Republik Indonesia maupun data Rumah Tangga hasil
pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM) oleh Musyawarah Desa
atau Kelurahan atau pemerintahan setingkat. Kepesertaan RTS-PM dalam
Program Raskin ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang
diterbitkan pemerintah daerah kabupaten atau kota.

Musyawarah Desa atau Musyawarah Kelurahan adalah forum
pertemuan musyawarah di desa atau kelurahan yang melibatkan:

1. Aparat desa atau kelurahan,
2. Kelompok masyarakat desa atau kelurahan,
3. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Sebagai seorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan untuk
melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial
sesuai wilayah penugasan di kecamatan dan perwakilan RTS-PM Raskin
dari setiap Satuan Lingkungan setempat (SLS) setingkat Dusun atau RW
untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.

Program Raskin (Program Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin)
adalah program dari pemerintah sebagai sebuah upaya untuk mengurangi
beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan
dalam  meningkatkan  ketahanan pangan dengan memberikan
perlindungan sosial beras murah dengan jumlah maksimal 15 kilogram
per rumah tangga miskin perbulan dengan harga Rp. 1.600/kg di titik
distribusi. Kualitas beras raskin adalah beras medium hasil pengadaaan
perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku
yaitu Inpres No. 05 Tahun 2014

Titik distribusi adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin
oleh perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di lokasi yang
disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota dengan
Perum BULOG.Sedangkan Pelaksana Distribusi Raskin sendiri adalah

Kelompok kerja di titik distribusi atau kelompok masyarakat atau warung
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desa yang sebenarnya lembaga ekonomi di desa atau kelurahan, baik
milik masyarakat, koperasi maupun perintah yang memiliki fasilitas
bangunan atau tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnnya, yang
di tetapkan oleh tim koordinasi Raskin kabupaten atau kota dan/ atau
kecamatan sebagai tempat penyerahan beras Raskin di Perum BULOG

yang ditetapkan oleh kepala desa atau lurah.

1.2.5.1 Tujuan, Sasaran dan Manfaat Program Raskin
Berdasarkan Pedoman Umum Raskin (2015:13), tujuan

Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah

Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan

beras. Sasaran Program Raskin 2015 adalah berkurangnya beban

pengeluaran 15.230.897 RTS se-Indonesia dalam mencukupi

kebutuhan pangan beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15

kilogram per Rumah tangga sasaran per bulan. Manfaat dari

Program Raskin adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah
tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial
dan penanggulangan kemiskinan.

b. Peningkatan akses pangan baik secara fisik maupun
ekonomi pada RTS.

Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.

d. Stabilitas harga beras di pasaran.

€. Pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah
dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.
1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional.

f. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.
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.5.2 Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan Penganggaran Program Raskin 2015
mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) tahun 2015
a. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Petunjuk

Pelaksanaan atau dapat diartikan sebagai panduan pelaksanaan

Program Raskin di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan

situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman

Umum Raskin. Meliputi penetapan:

1. Kebijakan Penetapan RTS-PM

2. Penetapan Titik Distribusi

3. Penetapan Titik Bagi
b. Penganggaran

Program Raskin merupakan Program Penanggulangan

Kemiskinan yang masuk dalam Kluster 1 Program

Perlindungan Sosial. Berdasarkan undang-undang nomor 23

Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) tahun Anggaran 2015, Pemerintah mengalokasikan

Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan Anggaran subsidi

Raskin 2015, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi

Pangan dengan Kebijakan penganggaran sebagai berikut:

1. Anggaran subsidi Raskin 2015 disediakan dalam DIPA
APBN tahun 2015, Kementrian Keuangan, Kebijakan
pemerintah pusat hanya untuk pengadaan beras dan
penyalurannya sampai Titik Distribusi.

2. Sesuai dengan UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan pada
pasal 18 dan 58 dan juga Surat Edaran Menteri Dalam
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Negeri No.: 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka
pemerintah daerah mengalokasikan anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyalurkan Raskin
dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyedia anggaran
tersebut mencakup antara lain untuk: biaya operasional
Raskin, biaya angkut Raskin dari TD ke TB hingga ke
RTS-PM, subsidi harga tebus Raskin, dana talangan
Raskin, Tambahan Alokasi Raskin kepada RTS-PM di luar
pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Raskin
kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-
PM) diluar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi
raskin untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat
(RTS-PM) dalam pagu yang ditetapkan.

Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat
dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu
pembiayaan distribusi raskin dari Titik Distribusi (TD)
sampai dengan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat
(RTS-PM) yang diatur di dalam Petunjuk Teknis (Juknis)

masing-masing Kabupaten atau Kota.

Berdasarkan uraian latar belakang dan landasan teori yang diungkapkan maka
pemahaman terkait mekanisme raskin secara lebih mendetail diperlukan. Hal ini
mengingat adanya kasus penyimpangan terkait raskin, mengakibatkan pihak yang
seharusnya berhak menerima menjadi tidak mendapatkan beras raskin ataupun kasus
penyeewengan lainnya. Oleh karena itu judul yang diambil dalam penulisan ini
adalah “Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Penyaluran Raskin Pada Perum

BULOG Divisi Regional Jawa Timur”

TUGAS AKHIR ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN... WINDAH ALFIANAH



25
ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan
Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Perum BULOG

Divre Jatim adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi pendistribusian Raskin yang
ada pada Perum BULOG Divre Jatim berjalan sesuai dengan Internal Control
menurut COSO.

2. Untuk mengetahui Kegiatan sehari-hari bagian Akuntansi di Perum BULOG
Divre Jatim terkait dengan Program penyaluran Raskin.

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Perum BULOG dalam

penerapan sistem akuntansi pendistribusian Raskin.

1.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan
A. Bagi penulis
1. Dapat mengetahui penyaluran program Raskin yang ada di wilayah Jawa
Timur
2. Memperoleh Pengalaman lingkungan kerja di Perum BULOG Divre Jatim
B. Bagi Almamater
1. Menjadi suatu tolak ukur untuk pembelajaran dan sarana peningkatan
kualitas pengajaran dimasa yang akan datang
2. Membina hubungan kerjasama antara pihak universitas dengan perusahaan
terkait
C. Bagi subyek Praktik Kerja Lapangan
1. Sebagai wujud kepedulian dan peran aktif perusahaan terhadap
peningkatan kualitas pendidikan dimasa yang akan datang
2. Sebagai media yang baik untuk meningkatkan kerjasama antara Perum
BULOG Divre Jatim dengan Universitas Airlangga
D. Bagi Pembaca sebagai masukan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan
sejenis di masa mendatang yang diharapkan dapat menambah wawasan dan

pengetahuan serta kesan baik.
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1.5 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Perum BULOG Divisi
Regional Jawa Timur, yang kedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 146-148
Surabaya selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 1 Maret 2016 hingga 31 Maret
2016. Bidang yang diminati adalah Sistem Informasi Penyaluran Beras
Bersubsidi. Adapun jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan tampak pada Tabel
1.2 dibawabh ini:
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Tabel 1.2
Jadwal Praktik Kerja Lapangan

No.

Kegiatan

Des'l5

Jan'l6

Feb'l6

Mar'l6

Apr'l6

Mei'l6 Jun'l6

Jul'l6

112

3

12

3

2

J

Penentuan tempat dan topik

Pengajuan Permuhonan Ijin PKL

pengesahan proposal

Pelaksanaan PKL dan penelitian

Pengarahan materi PKL

Penetapan dosen pembimbing

Penyusunan Laporan PKL

ool I N W B~ W N

konsultasi ke dosen pembimbing

TUGAS AKHIR

Sumber: Diolah sendiri, 2016
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BAB 2
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

2.4 Gambaran Umum Subjek dan Objek Praktik Kerja Lapangan
2.4.1 Sejarah Perum BULOG Divisi Regional Jawa Timur

Perum BULOG dibentuk pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan
keputusan presidium kabinet No. 144/U/Kep/5/1967, dengan tujuan utama
untuk mengamankan penyediaan pangan negara dalam rangka
menegakkan eksistensi pemerintahan baru. Kemudian direvisi melalui
Keppres No.39 Tahun 1969 pada tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas
pokok melakukan stabilisasi harga beras, dan mengalami revisi kembali
melalui Keppres No. 39 Tahun 1987, yang diharapkan dapat menyongsong
tugas BULOG dalam rangka mendukung pembangunan komoditas pangan
yang multi komoditas. Perubahan berikutnya dilakukan melalui Keppres
No.103 Tahun 1993 yang menambah tanggung jawab BULOG yaitu
mencakup koordinasi pembangunan pangan dan meningkatkan mutu gizi
pangan, yaitu ketika Kepala BULOG dirangkap oleh Menteri Negara
Urusan Pangan.

Untuk menyempurnakan struktur organisasi BULOG, maka
dikeluarkan Keppres No. 50 Tahun 1995 yang bertujuan untuk lebih
mempertajam tugas pokok, fungsi, dan peran BULOG. Dengan demikian
tanggung jawab BULOG lebih difokuskan pada pengendalian harga dan
pengelolaan persediaan bahan pokok pangan, seperti persediaan: beras,
gula, gandum, terigu, kedelai, pakan dan bahan pangan lainnya, baik
secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka kestabilan harga
bahan pangan bagi produsen dan konsumen, serta memenuhi kebutuhan
pangan berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintah. Namun dikeluarkan
Keppres No. 45 Tahun 1997 yang menyatakan BULOG hanya sebatas
mengelolah komoditas beras dan gula. Pada tanggal 21 Januari 1998
Keppres No. 19 Tahun 1998, Pemerintah mengembalikan tugas BULOG
seperti Keppres No.39 Tahun 1968. Dimana ruang lingkup komoditas

28
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yang Ditangani BULOG kembali dipersempit seiring kesepakatan yang
diambil oleh Pemerintah dengan pihak [International Monetary Fund
(IMF) yang tertuang dalam Letter of Intent (LOI). Tugas utama BULOG
dibatasi hanya pada komoditas beras sedangkan komoditas lainnya
dilepaskan ke mekanisme pasar.

Arah Pemerintah mendorong BULOG menuju suatu bentuk badan
usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keppres No. 29 Tahun 2000, dimana
didalamnya tersirat BULOG sebagai organisasi transisi menuju organisasi
yang bergerak di bidang jasa logistik di samping tetap menangani tugas
pokok BULOG, yaitu adalah melaksanakan tugas Pemerintah di bidang
manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan persediaan, distribusi
dan pengendalian harga beras (mempertahankan Harga Pembelian
Pemerintahan), serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Arah perubahan tersebut semakin kuat
dengan dikeluarkannya Keppres No. 166 Tahun 2000, yang selanjutnya
diubah menjadi Keppres No. 103 Tahun 2001. Kemudian terdapat
perubahan kembali dengan Keppres No. 03 Tahun 2002 pada tanggal 7
Januari 2002 dimana tugas pokok BULOG masih sama dengan ketentuan
dalam Keppres No. 29 Tahun 2000 namun dengan nomenklatur yang
berbeda dan memberi waktu masa transisi sampai dengan tahun 2003.
Pada akhirnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.
07 Tahun 2003 yang menyatakan BULOG resmi beralih status menjadi
Perusahaan Umum (Perum) BULOG.

Banyak perubahan dalam lembaga baru ini, terutama pada pola kerja
yang lebih profesional, peningkatan efisiensi, dan transparansi serta
demokrstisasi. Namun ada pula yang masih dipertahankan, yaitu tanggung
jawab publik, khususnya pemantapan ketahanan pangan dan penguatan
hak rakyat atas pangan. Perum BULOG harus mampu meyelaraskan
kegiatan komersil dengan tugas dan tanggung jawab publik secara

akuntabel dan transparan. Perum BULOG juga harus mampu
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membuktikan bahwa memang lebih efisien dalam mengemban tugas tanpa

konflik.

Visi dan misi Perum BULOG
A. Visi

Menjadi Perusahaan yang Unggul dalam Mewujudkan Kedaulatan

Pangan
B. Misi

1. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok,
2. Mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan,

3. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pelayanan Publik Oleh Perum BULOG

Tugas publik Perum BULOG merupakan amanat dari Inpres No. 3
tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah dan Beras serta
Penyaluran Beras oleh Pemerintah, yang merupakan pengejawantahan
intervensi pemerintah dalam perberasan nasional sebagai penguat
ketahanan pangan. Terdapat tiga tugas publik yang pertama, melaksanakan
kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga
Pembelian Pemerintah (HPP). Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk
pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Perum BULOG. Tugas
kedua, menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok
masyarakat berpendapatan rendah yang diwujudkan dalam pelaksanaan
program Raskin. Sedangkan tugas ketiga, menyediakan dan menyalurkan
beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan
darurat, bencana, dan rawan pangan. Kegiatan ketiga dilaksanakan Perum

BULOG dalam bentuk pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah.
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2.4.4 Perencanaan dan Pengembangan Usaha oleh Perum BULOG
Selain menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok yang tertuang
dalam kegiatan Pelayanan Publik atau Public Service Obligation (PSO),
Perum BULOG juga melaksanakan usaha-usaha lain berupa kegiatan
Perencanaan dan Pengembangan Usaha (PPU). Berdasarkan cakupan
kegiatannya Perencanaan dan Pengembangan Usaha dibagi menjadi 3
(tiga) yaitu:
1. Perdagangan
Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk
yang besar membutuhkan berbagai komoditi pangan, yang tidak
semuanya dapat dipenuhi dari produk-produk dalam negeri. Disisi lain,
potensi sumber daya komoditi yang dihasilkan oleh daerah, maupun
kebutuhan daerah akan komoditi yang harus dipasok dari luar
merupakan peluang usaha perdagangan yang dapat dikembangkan
pada tingkat Divisi Regional (Divre) maupun Sub Divisi Regional
(Sub Divre). Tidak dapat dipungkiri, bahwa perdagangan komoditi
merupakan aktivitas bisnis dengan daya tarik pasar yang tinggi.
Dengan memiliki jaringan Divre/SubDivre yang tersebar di seluruh
wilayah Indonesia menjadikan Perum BULOG wunggul dalam
memperoleh informasi tentang harga dan kebutuhan pangan yang akan
diperdagangkan di suatu wilayah.
2. Industri

Kegatan industri dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

A. Industri berbasis beras, adalah industri yang merupakan integrasi
proses manufaktur perberasan, sebagaimana yang terangkai dalam
Rice Processing Complex (RPC).

B. Industri pendukung, adalah industri yang menghasilkan produk-
produk pendukung diluar proses manufaktur perberasan (karung,
packaging, dan lain-lain).

C. Industri pangan lain, adalah industri pangan yang menghasilkan

produk turunan dari beras (down-stream product), maupun industri
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pangan primer dan sekunder lainnya (gula, berbasis jagung, dan
lain-lain).
3. Jasa

Beberapa jenis usaha jasa yang dikelola pada Direktorat
Perencanaan dan Pengembangan Usaha Perum BULOG adalah jasa
pemberdayaan atau penyewaan aset yang dimiliki (seperti gudang,
kantor, tanah kosong dan aset lainnya), jasa angkutan melalui anak
perusahaan dan jasa survey (seperti PT. Jasa Prima Logistik),

perawatan kualitas dan pemberantasan hama.

Wilayah Kerja Perum BULOG Divisi Regional Jawa Timur

Perum BULOG Divre Jatim merupakan satu diantara 26 Divisi
Regional yang dikendalikan Perum BULOG. Perum BULOG Divre Jatim
memiliki wilayah kerja di Jawa Timur yang meliputi 13 Sub Divre Jawa
Timur dan 57 kompleks pergudangan yang tersebar diseluruh pelosok
Jawa Timur yang menjadi kekuatan jaringan Perum BULOG. Adapun 13
Sub Divre tersebut membawahi beberapa wilayah kerja yang disesuaikan
dengan tanggung jawab pekerjaan. Wilayah kerja Perum BULOG Divre
Jatim dapat dilihat pada Lampiran 03.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi menggambarkan pemisahan kegiatan pekerjaan
antara yang satu dengan yang lainnya. Dimana hubugan aktifitas dan
fungsi dibatasi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekacauan dalam
pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab. Setiap bagian atau divisi dalam
lingkup Perum BULOG dalam melaksanakan wewenang, tugas dan
fungsinya wajib mengacu pada struktur organisasi organisasi yang telah
ditetapkan dalam Keputusan Direksi Perum BULOG. Untuk lebih jelasnya
struktur organisasi Perum BULOG Divisi Regional Jawa Timur
berdasarkan Keputusan Direksi Perum BULOG ditunjukkan pada Gambar
2.1.

TUGAS AKHIR ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN...  WINDAH ALFIANAH



33

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Perum BULOG Divisi Regional Jawa Timur
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Sumber: Data Intern Bagian SDM dan Hukum Perum BULOG Divre Jatim

Berdasarkan Gambar 2.1 tugas dan fungsi masing-masing Bagian Divisi

Regional dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Divisi Regional (Divre) berada dibawah dan tanggung jawab langsung

kepada Direktur Utama.

2. Divre dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut dengan KaDivre.

3. Divre mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan

fungsi Perum BULOG di wilayah kerjanya.
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Divre mempunyai fungsi sebagai berikut:

1.

Pelaksanaaan kegiatan di bidang pelayanan publik;

. Pelaksanaan kegiatan di bidang komersial,

2
3.
4

Pengelolaan kegiatan di bidang administrasi dan keuangan;

. Pengelolaan sumber daya bagi terlaksananya tugas Divre secara

berdaya guna dan berhasil guna;
Pelaksanaan pembinaan hubungan kemitraan dengan instansi

pemerintah dan badan usaha lain di wilayah kerjanya.

Susunan Organisasi Divisi Regional adalah:

1.

SO I - LD

Kepala/Wakil Kepala.

Bidang Pelayanan Publik.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha.
Bidang Administrasi dan Keuangan.

Kantor Seksi Logistik.

Gudang.

UPT Pengolahan Gabah/Beras.

Deskripsi tugas dan fungsi susunan organisasi Divisi Regional adalah:

1.

2.

Kepala Divisi Regional (KaDivre) mempunyai tugas

a. Memimpin Divre sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan
berdasarkan ketentuan yang berlaku;

b. Membina sumber daya Perum BULOG di lingkungan Divre;

c. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan publik,
komersial, administrasi, dan keuangan;

d. Melaksanakan kerjasama dengan badan usaha lain atau instansi
pemerintah.

Wakil Kepala

Pada Divre Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi

Selatan, Kepala dibantu oleh Wakil Divre. Wakil Kepala adala unsur

pimpinan yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala.

Wakil kepala, mempunyai tugas, yaitu:
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Membantu kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi
Divre.
Mewakili kepala apabila berhalangan dalam tugas.

Melaksanakan peningkatan dan pengawasan.

3. Kepala Bidang Pelayanan Publik

Kepala Bidang Pelayanan Publik mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan

pengadaan gabah dan beras, menganalisis pengembangan harga dan

pasar, persediaan dan prognosa serta angkutan, perawatan kualitas dan

penyaluran. Sedangkan fungsi dari Bidang Pelayanan Publik yaitu:

a.

Merencanakan, melakukan, dan koordinasikan kegiatan pengadaan
gabah dan beras, pembinaan teknis, kerjasama lembaga niaga
pangan koperasi dan non koperasi serta analisis dan pengamatan
perkembangan harga pangan pokok serta penyusunan statistik.
Merencanakan, melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan
pengelolaan persediaan dan pergudangan serta angkutan, pemuatan
dan pembongkaran.

merencanakan, melakukan dan koordinasikan kegiatan penyaluran
beras kepada lembaga pemerintah dan masyarakat umum maupun
khusus.

Merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan perawatan kualitas

dan pemberantasan hama serta pengelolaan komoditi pangan.

Bidang Pelayanan Publik terdiri dari:

1) Seksi Pengadaan

Tugas dari Seksi Pengadaan merencanakan, mengkoordinasikan,
melakukan, dan melaporkan kegiatan perhitungan perkiraan jumlah
dan biaya pengadaan gabah dan beras, serta karung pembungkus
yang pelaksanaan pengadaannya melalui Satuan Tugas (Satgas)
atau kontraktor, penyiapan perjanjian atau kontrak, penyiapan
dokumen tagihan, melakukan pembinaan teknis, pengajuan dan

pendistribusian serta pengecekan L/C pengadaan.

TUGAS AKHIR ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN...  WINDAH ALFIANAH



36
ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

2) Analisa Harga dan Pasar (Gasar)
Tugas dari Analisa Harga dan Pasar (Gasar) merencanakan,
mengkoordinasikan, memonitoring, mengevaluasi dan pengamatan
perkembangan harga dan pasar ditingkat produsen dan konsumen,
serta penyusunan data statistik seluruh komoditas untuk operasi
publik maupun komersial.

3) Seksi Persediaan dan Angkutan
Tugas Seksi Persediaan dan Perawatan yaitu merencanakan,
mengkoordinasikan, memonitor, evaluasi serta melakukan kegiatan
pengelolaan laporan posisi persediaan dan penyebaran persediaan,
perhitungan  kebutuhan biaya penyimpanan/sewa gudang,
penyusunan progmosa, pelayanan publikonal pengadaan,
persediaan dan penyaluran serta angkutan, pembongkaran dan
pemuatan barang serta administrasi.

4) Seksi Perawatan Kualitas.
Tugas Seksi Perawatan Kualitas adalah merencanakan,
mengkoordinasikan, memonitor, mengevaluasi serta melakukan
kegiatan inspeksi kualitas, perhitungan kebutuhan biaya perawatan
dan obat-obatan, pengendalian aplikasi teknis penyimpangan,
sanitasi gudang, dan lingkungannya, pemberantasan hama,
pengendalian hama gudang terpadu serta pengelolaan gabah dan
pengelolaan hasil pemeriksaan kualitas.

5) Seksi Penyaluran
Tugas Seksi Penyaluran yaitu merencanakan, mengkoordinasi,
memonitor dan mengevaluasi serta melakukan kegiatan pelayanan
penyaluran beras kepada kelembagaan pemerintah serta
masyarakat umum dan khusus meliputi penyiapan surat perintah
setor, delivery order (DO), nota tagihan, berita acara penyerahan,

daftar penyimpulan, perjanjian jual beli dan konsinyasi.
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4. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas

merencanakan, mengkoordinasikan dan  mengendalikan, dan

mengevaluasi serta melaksanakan kegiatan industri dan perdagagan,
usaha jasa, dan teknologi informasi.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perencanaan dan

Pengembangan Usaha mempunyai fungsi:

a. Merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan pengelolaan
perencanaan dan pengembangan industri dan pengelolaan serta
perdagangan komoditi pangan dan non pangan.

b. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan
pengembangan usaha jasa pergudangan, angkutan dan
pembongkaran, survei dan perawatan serta usaha jasa lainnya.

c. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan
pengembangan pemeliharaan sarana dan dukungan teknologi
informasi.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha terdiri dari:

1) Seksi industri dan perdagangan
Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memonitor,
mengevaluasi serta melakukan kegiatan pengelolaan industri
maupun pengolaan serta perdagangan komoditi pangan dan non
pangan.

2) Seksi jaksa
Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memonitor,
mengevaluasi serta melakukan kegiatan pengelolaan usaha jasa
pergudangan, angkutan dan pembongkaran, survei dan perawatan
serta usaha jasa lainnya.

3) Seksi Teknologi Informasi
Mempunyai tugas merencanakan, mengkoodinasikan, memonitor,
mengevaluasi serta melakukan kegiatan pemeliharaan dan

perawatan sarana dan dukungan teknologi informasi.
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5. Bidang Administrasi dan Keuangan

Bidang Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, mengkordinasikan dan mengendalikan pengelolaan

sumber daya manusia dan hukum, tata usaha, kehumasan, keuangan,
dan laporan pertanggung jawaban keuangan Divre.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Bidang Administrasi dan

Keuangan mempunyai fungsi:

a. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan
administrasi SDM urusan Hukum dan Klaim.

b. Merencanakan dan mengoordinasikan kegiatan pengelolaan surat
menyurat, arsip, ekspedisi, hubugan masyarakat, kerumahtanggaan
dan pengelolaan pengadaan, pemeliharaan perlengkapan sarana
kantor, rumah dinas jabatan, mess, pergudangan, investasi serta
penghapusan.

Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan.

d. Mempunyai tugas merencanakan, melakukan dan
mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan berita dan informasi
yang berasal dari eksternal.

e. Merencanakan dan mengoordinasikan kegiatan pengelolaan
anggaran, administrasi pembiayaan dan verifikasi.

Bidang Administrasi dan Keuangan terdiri dari:
1. Seksi SDM dan Hukum

Mempunyai tugas merencanakan, melakukan dan mengkoordinasikan

kegiatan pengelolaan administrasi SDM, urusan hukum serta klaim

maupun tuntutan ganti rugi.
2. Seksi Tata Usaha dan Umum

Mempunyai tugas merencanakan, melakukan, dan mengkoordinasikan

kegiatan pengelolaan surat-menyurat, arsip, ekspedisi, hubungan

masyarakat, kerumahtanggaan dan  pengelolaan  pengadaan,
pemeliharaan kelengkapan sarana kantor, rumah dinas jabatan, mess,

pergudangan, inventari, dan penghapusan.
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3. Seksi Hubungan Masyarakat
Mempunyai tugas merencanakan, melakukan, dan mengkoordinasikan
kegiatan pengelolaan berita dan informasi yang berasal dari eksternal
maupun internal, menjalin koordinasi dan komunikasi dengan media
massa dalam upaya peningkatan citra dan pelayanan pada konsumen
serta menganalisa dan menyajikan berita dan informasi bagi pimpinan.

4. Seksi Keuangan
Mempunyai tugas merencanakan, melakukan dan mengkordinasi
kegiatan pengelolaan administrasi pembiayaan meliputi penerimaan,
penyimpanan, pengeluaran, pembayaran uang atau surat berharga,
meneliti kebenaran transaksi pengeluaran dan penerimaan, pencocokan
dokumen pendukung, penyusunan, menyediakan dan pengalokasian
anggaran serta analisi kebutuhan anggaran.

5. Seksi Akuntansi
Seksi akuntansi memiliki tugas merencanakan, melakukan dan
mengkoordinasi kegiatan administrasi pembukuan, neraca dan laporan
pertanggungjawaban keuangan dan hubungan rekening antar kantor.

6. Seksi Teknologi Informasi
Seksi  Teknologi Informasi mempunyai tugas merencanakan,
mengkordinasikan, melakukan dan melaporkan kegiatan pemeliharaan
sarana dan dukungan implementasi sistem teknologi informasi.

6. Gudang

Bagian gudang melakukan kegiatan untuk menopang seluruh kegiatan

logistik Perum BULOG yaitu dengan menerima barang (pengadaan),

menyimpan barang (cadangan stok pangan), merawat barang (menjamin

mutu/kualitas), dan mengeluarkan barang (penyaluran).

7. Unit Pengolahan Gabah dan Beras

Tugas Unit Pengolahan Gabah dan Beras adalah meningkatkan kualitas

gabah dan beras yang dihasilkan, membantu petani dalam mengelolah

gabah terutama pada saat panen raya dan Spesifikasi dari dua unit yaitu

unit pengeringan (drying process) dan unit penggilingan (rice milling).
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8. Sub Divisi Regional Jawa Timur

Perum BULOG Divisi Regional Jawa Timur membawahi 13 Sub Divisi

Regional yang meliputi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Sub Divisi Regional Surabaya Utara
Sub Divisi Regional Surabaya Selatan
Sub Divisi Regional Bojonegoro
Sub Divisi Regional Madiun

Sub Divisi Regional Kediri

Sub Divisi Regional Bondowoso
Sub Divisi Regional Malang

Sub Divisi Regional Probolinggo
Sub Divisi Regional Tulungagung
Sub Divisi Regional Jember

Sub Divisi Regional Madura

Sub Divisi Regional Ponorogo

Sub Divisi Regional Banyuwangi

Tugas-tugas yang dijalankan oleh Perum BULOG

a. Tugas Pelayanan Publik

1.

Pengamanan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras
Pengamanan harga pembelian pemerintah bertujuan untuk
memberikan jaminan harga yang wajar bagi petani saat panen raya
melalui pengadaan beras atau gabah dalam negeri.

Penyaluran beras untuk keluarga miskin (Raskin)

Penyaluran Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran
dan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar pangan Rumah Tangga
Miskin.

Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

Cadangan Beras Pemerintah adalah sejumlah beras milik
pemerintah yang pengadaannya didanai oleh APBN sebagai
Cadangan Stok Beras Nasional dan dikelolah oleh Perum BULOG.

CBP digunakan untuk penanggulangan keadaan darurat, kerawanan
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paska bencana, pengendalian gejolak harga beras, dan untuk
memenihi Cadangan Beras Darurat ASEAN (ASEAN Emergency

Rice Reserve).

b. Tugas Komersial
Menjalankan usaha dalam bidang komoditi pangan guna mendukung

progam pengembangan hasil pertanian.

2.5 Deskripsi Hasil Praktik Kerja Lapangan
2.5.1 Pembuatan Panduan Pelaksanaan Progam Raskin

Dikutip dari Pedoman Umum Raskin (2015:26-28) dalam pelaksanaan

Program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis

yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak, baik bagi pemerintah pusat,

provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan atau desa maupun kelurahan
serta pihak-pthak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Raskin.

Berikut pembuatan panduan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan

program Raskin:

1. Pembuatan Pedoman Umum Raskin (Pedum Raskin).

2. Pembuatan Pedoman Khusus Raskin yang berisikan kebijakan sektoral
dalam Pedum Raskin.

3. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin)
yang bersifat spesifik untuk setiap provinsi yang berisikan kebijakan
masing-masing pemerintah provinsi.

4. Pembuatan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin) yang
bersifat spesifik untuk setiap kabupaten atau kota yang berisikan

kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten atau kota.
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2.5.2 Pagu Raskin
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Gambar 2.2
Diagram Alur Penetapan Pagu dan Rencana Pendistribusian Raskin
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Sumber: Data Internal SOP Penyaluran Raskin (2014:9)

pendistribusian Raskin dapat dideskripsikan sebagai berikut:
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Dari Gambar 2.2 Diagram alur penetapan pagu dan rencana

1. Divre Penyaluran dan yang melaksanakan SubDivre Penyaluran

Masyarakat menerima disposisi Direksi terhadap alokasi Pagu Raskin

Nasional dari kementrian terkait untuk selanjutnya alokasi Pagu

Raskin tersebut diteruskan ke Divre.

2. Divre dan pelaksana Bidang PP Divre melakukan koordinasi dengan

pihak Pemprov untuk menetapkan pagu Raskin Kabupaten atau kota.

Hasil penetapan alokasi Pagu Raskin Kabupaten atau kota disampaikan

kepada Sub Divre atau Kansilog. Divre dan pelaksana Bidang PP

Divre melakukan koordinasi dan pendampingan dalam penyusunan

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan/atau Petunjuk Teknis (Juknis) dari

Pedum Raskin tahun berjalan yang disesuaikan dan mengakomodir
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kondisi geografis wilayah masing-masing, baik di tingkat Provinsi

maupun Kabupaten atau kota.

. Divre/Subdivre/Kansilog dan pelaksana Bidang PP Divre/Seksi PP Sub

Divre/ PP Kansilog melakukan koordinasi dengan pihak Pemkab atau

Pemkot untuk menetapkan alokasi pagu Raskin Kecamatan.

. Divre/Sub Divre membentuk Satker Raskin dan menetapkan

penanggungjawaban pelaksanaan distribusi dan administrasi di
wilayah kerjanya dengan menerbitkan Surat Perintah (SP) Satker
Raskin. Satker Raskin minimal terdiri dari ketua, sekretaris, dan
Koordinator lapangan, yang merupakan pegawai organik Perum
BULOG. Untuk Divre/Sub Divre yang membawahi Kansilog, maka SP
Satker Raskin yang diterbitkan oleh Divre/Sub Divre harus menunjuk
petugas di Kansilog sebagai salah satu Koordinator Lapangan yang
dapat langsung sebagai salah satu Koordinator Lapangan yang dapat
langsung berkoordinasi dengan Kansilog. SP Satker minimal memuat:
a) Tugas dan tanggung jawab setiap unsur tim yang disesuaikan
dengan karakteristik masing-masing daerah.
b) Perlindungan keselamatan kerja terhadap Petugas Satker
pelaksanaa distribusi.
c) Ketentuan cadangan resiko bagi daerah yang menggunakan
modal/sarana angkutan beras yang tidak dilindungi asuransi.
Dalam hal pendistribusian beras hingga ke Titik Distribusi, Satker
Raskin dapat menggunakan tenaga non organik apabila dibutuhkan
atas sepengetahuan Divre/Sub Divre.
Satker Raskin dan pelaksanan Koordinator Lapangan Satker Raskin
melakukan koordinasi dengan pelaksana distribusi untuk menyusun
dan  menetapkan  jadwal  pendistribusian  Raskin  dengan

mempertimbangkan kuantum beras, waktu dan jarak serta TD.
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2.5.3 Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dikutip dari Keputusan Gubernur Jawa Timur  No.

188/308/KPTS/013/2015 (2015:19-20) Dalam rangka mengakomodasi

adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan/pemerintah
setingkat, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memperbarui

DPM, yaitu:

1) Mudes/Muskel melakukan pemutakhiran Daftar RTS-PM Raskin
2015 dengan menetapkan rumah tangga yang akan diganti dan
menetapkan rumah tangga pengganti.

2) RTS-PM yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka rumah
tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raksin diberikan kepada
Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah
Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM atau Kartu
Perlindungan Sosial (KPS).

3) Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat
ke luar desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau dinilai tidak layak
sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga
lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel.

4) Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada
butir 3 diatas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin
yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar, terdiri dari balita
dan anak usia sekolah, kepala rumah tangga perempuan, kondiisi fisik
rumah yang tidak layak huni, dan berpendapatan rendah atau tidak
tetap.

5) Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilaksanakan satu kali pada awal
tahun segera setelah DPM 2015 diterima oleh pemerintah desa atau
kelurahan.

6) Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui pemutakhiran oleh
Mudes/Muskel dituangkan kedalam DPM-1. Dapat dilihat pada

lampiran 04
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7) Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara
(BA) pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel
dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015,
BA Mudes/Muskel (lampiran 06) dan FRP 2015 dibuat rangkap 3
(tiga), yang pertama diajukan untuk kelengkapan administrasi Tikor
Raskin Kabupaten ataupun Kota, yang kedua untuk kelengkapan
administrasi Tikor Raskin Kecamatan, dan yang ketiga untuk
kelengkapan administrasi tingkat desa maupun kelurahan. contoh
dokumen FRP dapat dilihat pada lampiran 08.

8) Setelah pelaksanaan Mudes/Muskel dan pencatatan Berita Acara dan
FRP, penyaluran beras Raskin dapat langsung dilakukan.

9) Mudes/Muskel dan FRP 2015 dilaporkan secara berjenjang dari
tingkat desa/kelurahan kepada Tikor Raskin Kabupaten atau Kota
melalui Tikor Raskin Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan
BA dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan maka
perlu dilengkapi dengan BA Muscam (lampiran 07) dan FRP.

10) BA Mudes/Muskel, Muscam (jikalau ada) dan FRP 2015 diterima
oleh Tikor Raskin Kabupaten atau Kota paling lambat 28 Februari
2015.

11) Bupati ataupun Walikota mengesahkan DPM akhir Raskin (DPM-1)
untuk wilayah Kabupaten atau Kota paling lambat 31 Maret 2015.

12) Bagi RTS-PM Raskin didalam DPM-1 diterbitkan Kartu Raskin oleh

pemerintahan daerah setempat yang diilustrasikan pada gambar 2.3.
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Gambar 2.3

Penerbitkan Kartu Raskin hingga sampai ke RTS
= _]

PENGGUNAAN KARTU RASKIN SECARA BERTAHAP

Unit Penetapan Sasaran
(Basis Data Terpadu) Pogu dan dote “by name by address”
. e RTS Penerima Raskin.
= - Menerbitkan Surat Perintah Alokasi
Pemkabf?emkut [SPA) Roskin berdasarkan pagu yang
ditetapkan Unit Penetapan Sasaran

untuk tiop Kel/Desa.

PT Pos mengirimkan

Kartu ke RT Sasaran Menyaolurkan Roskin berdasarkan
- 5PA ke Titik Distribusi yang
E disepakari,

I ) """ Pre-printed nama, L

I' informasi RTS
Pelaksona Distribusi Roskin menenima
\\‘ & memerikso kuolitos beros o TD serto

mendistribusikan Raskin df Titik Bogf.

RTS mengambil Raskin ol Titlk
L Q 1 = Distribusi/Titik Baogi dengan menunjukkan
RTS membowa kartu ke L L Kartw Raskin,
Titrk Distribusi/Titik Bogl Noma RTS penerima Raskin diternpel di
masing-masing 4 Kantor Desa/Kelurahan.

Sumber: diolah dari data TNP2K yang telah dipublikasikan tahun 2013, 2016

2.5.4 Peluncuran dan Sosialisasi
1. Peluncuran Program Raskin Nasional dapat diikuti peluncuran
Program Raskin Provinsi oleh Gubernur.
2. Sosialisasi Pedoman Umum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada
saat acara peluncuran yang dilakukan oleh Tikor Raskin secara

berjenjang.

2.5.5 Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada
RTS-PM di berbagai daerah maka Tikor Raskin melakukan monitoring
dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin.

2. Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi realisasi Raskin dan
identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran.
Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran
Raskin dan mencarikan solusi untuk memecahkan masalah.

3. Monev dilakukan berjenjang Tikor Raskin melakukan monev ke RTS-
PM bila perlu.
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4. Kegiatan Monev oleh Tikor Raskin Provinsi Jawa Timur dapat
dikoordinasikan dengan TKPK Provinsi Jawa Timur. Kegiatan Monev
oleh Tikor kabupaten atau kota dapat dikoordinasikan dengan Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten atau
kota.

5. Pelaksanaan monev dilakukan oleh Tikor Raskin Provinsi Jawa Timur
setiap 3 (tiga) bulan sekali dan atau disesuaikan dengan kebutuhan.

6. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan
lapangan, rapat koordinasi, pemantauan media pelaporan.

7. Setiap pelaksanaan monev agar dibuat laporan (notulen) rapat dan

disampaikan kepada Ketua Tikor Provinsi Jawa Timur.

Pelaksanaan Penyaluran Raskin

Penyaluran Raskin diawali dari permintaan alokasi (Surat Permintaan
Alokasi — SPA) dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. SPA
tersebut ditujukan kepada Kadivre/ Kasubdivre yang membawahi wiayah
tersebut. Oleh Tim Koordinasi Raskin setempat dibahas jadwal
penyalurannya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat
menyiapkan waktu, tenaga dan dana pada saat penyaluran. Sebelum jadwal
pengiriman beras ke Titik Distribusi, Tim Koordinasi Raskin melakukan
pengecekan kondisi beras Raskin yang akan disalurkan. Beras Raskin
kemudian dikrimkan ke Titik Distribusi tujuan sesuai dengan jumlah RTS
yang terdata di wilayah tersebut. Tidak ada penambahan dan pengurangan
jumlah boleh BULOG. Apabila ada perubahan data RTS (Rumah Tangga
Sasaran) adalah kewenangan Musyawarah Desa/Kelurahan dan
Musyawarah Kecamatan.

Pelaksanaan Penyaluran Raskin dapat disusun dalam bentuk flowchart
seperti pada gambar 2.4 dan pelaksanan penyaluran Raskin memiliki 3
(tiga) tahapan yaitu:

1. Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai Titik Distribusi

2. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi
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3. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari Titik Bagi ke Rumah Tangga

Sasaran Penerima Manfaat

Gambar 2.4

Diagram dokumen Penyaluran Raskin

DIVRE / SUBDIVRE / PELAKSANA
KANTOR PUSAT KANSILOG SATKER RASKIN DISTRIBUS! PEMKAB / PEMKOT

o

MULAI
AU p{ (MOANARAR
¥ BAST
% e |
vorrmas |
e
===
“m,‘""m I‘ I tkamTuias
$PP3/DO A MBAD N

——— e . | {
MDO & M3A-L MEA L
t\/\u

Sumber: Data Internal S_OP Penyaluran Perum BULOG (2014:12)

Dari Gambar 2.4 Diagram realisasi penyaluran Raskin dapat

dideskripsikan sebagai berikut:

1. Devre/SubDivre/Kansilog menerima SPA  Raskin dari Pihak
Pemkab/Pemkot yang diperinci untuk setiap Kecamatan dan atau
Kelurahan ata Desa sebagai dasar penerbitan SPPB/DO.

2. Satker melakukan pengecekan kualitas beras di gudang bersama

Tikor Raskin/Pelaksana Distribusi setempat dikoordinasikan dengan
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pihak Pemkab/Pemkot dan dituangkan dalam Berita Acara Pengecekan

Kualitas.

. Divre/SubDivre/Kansilog melakukan pengecekan terhadap tunggakan

HTR dengan ketentuan:

a. Apabila tidak ada tunggakan HTR, maka SPA Raskin diterima
dapat langsung diterbitkan SPPB/DO.

b. Apabila terdapat tunggakan HTR untuk Kelurahan/Desa tertentu,
maka alokasi untuk Kelurahan/Desa tersebut belum dapat dilayani
sampai dengan dilakukan pelunasan.

c. Dalam hal tunggaka HTR bukan ditingkat RTS-PM, maka alokasi
Kelurahan/Desa tersebut dapat dilayani setelah ada jaminan dari

pemerintah daerah setempat.

. Setelah pengecekan tunggakan HTR, Divre/SubDivre/Kansilog

menerbitkan SPPB/DO dengan ketentuan:

a. Masa berlaku SPPB/DO adalah maksimal 1 (satu) bulan.

b. Apabila dalam masa 1 (satu) bulan jumlah kuantum Raskin belum
selesai disalurkan maka SPPB/DO tersebut dapat diperpanjang 1
(satu) kali.

c. Dan bilamana SPPB/DO yang telah diperpanjang 1 (satu) kali
ternyata belum habis disalurkan maka terhadap sisa SPPB/DO
tersebut harus dibatalkan dan untuk selanjutnya dapat diterbitkan
SPPB/DO baru.

d. Penerbitan SPPB/DO harus dilakukan perencanaan dan
memperhatikan rentang waktu antara terbit SPPB/DO dengan
jadwal pelaksanaan pendistribusian dan pengambilan beras di
gudang serta proses GDIK, sehingga tidak menyebabkan
outstanding DO yang terlalu lama dan meminimalisir pembatalan
SPPB/DO.

SPPB/DO asli diserahkan kepada Satker dan ditembuskan Kepala

Gudang yang akan melayani pengeluaran beras serta Seksi Akuntansi

Divre/SubDivre.

TUGAS AKHIR ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN...  WINDAH ALFIANAH



215.1

50
ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

5. Satker Raskin melakukan pengambilan beras di gudang yang ditunjuk
sesuai jumlah kuantum dan jenis beras yang tercantum dalam
SPPB/DO.

6. Bagian gudang melakukan pelayanan pengeluaran dan penyerahan
beras sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

7. Bagian gudang dan Satker mengantarkan beras ke Titik Distribusi dan
menyerahkan beras kepada pihak pelaksana distribusi untuk kemudian
dapat dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin.
Bilamana Satker Raskin tidak bisa menyerahkan beras di TD sesuai
tujuan, dengan kondisi daerah yang berjauhan, maka wajib
melampirkan surat kuasa kepada pengganti Satker Raskin tersebut.

8. Satker Raskin melaporkan kegiatan realisasi penyaluran melalui
Laporan SIM Beras/Gabah, laporan penyaluran Raskin dilakukan setiap

akhir bulan secara berjenjang.

Pembayaran Harga Tebus Raskin

Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp.1.600,00/kg di TD, dan untuk
wilayah kepulauan pembayaran HTR di Pelabuhan muat. Pembayaran
HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara
tunai.

Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR ke
rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung
kepada Perum BULOG setempat. Apanila RTS-PM tidak sanggup
membayar secara tunai maka Pelaksana Distribusi atau Kepala Desa atau
Lurah membuat surat keterangan belum membayar atau pernyataan
berhutang yang dilengkapi dengan jatuh tempo kesanggupan pelunasan
tunggakan yang diserahkan kepada petugas Perum BULOG. Perum
BULOG akan membuat pemberitahuan posisi tunggakan HTR secara rutin
setiap bulan dan per 31 Desember 2015 kepada desa atau kelurahan. Desa,
kelurahan ataupun pemerintah setingkat wajib memberikan jawaban atas

konfirmasi dimaksud disertai batas waktu pelunasan tunggakan HTR
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Perum BULOG ataupu SubDivre setempat, dapat dilihat pada Lampiran
20.
Prosedur penyelesaian administrasi penagihan subsidi Raskin dapat

dijelaskan dalam bentuk flowchart seperti yang tampak pada gambar 2.5.

Gambar 2.5
Diagram Alur Administrasi Penagihan Subsidi Raskin

KANSILOG DISTRIBUSI

KANTOR PUSAT DIVRE f SUBDIVRES GUDANG SATKER RASKIN PELAKSANA PEMKAB { PEMKOT
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Sumber: SOP Penyaluran Raskin Perum BULOG (2014:19)

Deskripsi Gambar 2.5 Diagram Alur Administrasi Penagihan Subsidi

Raskin adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana distribusi melakukan rekapitulasi BAST Raskin dan
menerbitkan MBA-0 yang ditandatangani oleh Ketua Satker Raskin
dan camat atapun pejabat lain yang ditunjuk. Satker melakukan
pengecekan kembali terhadap kesesuaian data antara MBA-0 dan
BAST Raskin sebelum diserahkan ke Divre/SubDivre/Kansilog.
Dokumen MBA-0, BAST Raskin beserta Bukti Setor (Tansfer HTR)
diserahkan kepada Divre/SubDivre/Kansilog.
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2. Tim verifikasi Divre/SubDivre/Kansilog melakukan verifikasi
dokumen MBA-0, BAST Raskin dan Bukti setor (Transfer HTR)
terkait:

a) Keabsahan dan kelengkapan dokumen Raskin, mulai dari dokumen
SPA, SPPB/DO, GDI1K, BAST dan Bukti setor (Tansfer HTR).

b) Ketertiban administrasi dokumen Raskin seperti penomoran
ataupun pertanggalan dari urutan dokumen SPA, SPPB/DO, GDIk,
dan BAST.

¢) Kesesuaian antara kuantum beras Raskin dan nilai HTR.

3. Satker melakukan rekapitulasi SPPB/DO Raskin dan menerbitkan
MDO yang ditandatangani oleh
Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog/Pejabat ~ lainnya yang  ditunjuk.
Melakukan rekapitulasi MBA-0 dan menerbitkan MBA-1 yang
ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog/Pejabat lainnya
yang ditunjuk dan Bupati/Walikota/Pejabat lainnya yang ditunjuk.
Dokumen SPA Raskin, MBO, dan MBA-1 asli diserahkan ke Divre.

4. Tim Verifikasi Divre melakukan verifikasi dokumen penyaluran
Raskin (SPA Raskin, MDO, dan MBA-1) terkait:

a. Keabsahan dan kelengkapan dokumen.

b. Ketertiban administrasi, khususnya penomoran dan penanggalan

c. Kesesuaian antara kuantum beras Raskin dan nilai HTR.

5. Divre melakukan rekapitulasi MBA-1 dan menerbitkan MBA-2 yang
ditandatangani oleh Kadivre dan ditunjukan kepada direksi tembusan
Kadiv Penyaluran. Dokumen MBA-2 beserta lampiran copy SPA
Raskin, MDO, dan MBA-1 diserahkan kepada kantor pusat.

6. Tim Verifikasi melakukan verifikasi dokumen penyaluran Raskin
(MBA-2, MBA-1, MDO dan SPA Raskin) terkait:

a. Keabsahan dan kelengkapan dokumen.

b. Ketertiban administrasi, khususnya penomoran dan penanggalan

c. Kesesuaian antara kuantum beras Raskin dan nilai HTR.
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2.5.8 Pembiayaan
Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin seperti: Raskin,
APBD, Biaya Distribusi, Sosialisasi, Koordinasi, Monev, dan Pengaduan

bersumber dari APBD dan/atau Perum BULOG.

2.5.9 Dokumen yang digunakan
Dokumen-dokumen utama yang digunakan Perum BULOG dalam
operasional prosedur penyaluran Raskin antara lain:
l. SPA Raskin
Surat Permintaan Alokasi Raskin adalah surat permintaan
alokasi yang dibuat oleh Bupati atau Walikota ataupun pejabat lain
yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi Pagu
Raskin. SPA Raskin berisi nama kecamatan, jumlah RTS-PM, serta
kuantum beras
2. Surat Permintaan Raskin Antar Wilayah
Surat Permintaan Raskin Antar Wilayah (RAW) adalah
surat  permintaan = yang  menyediakan  berasnya  dari
Divre/Subdivre/Kansilog lain di gudang yang ditunjuk, dapat
dilihat pada Lampiran 10.
3. BAPK Raskin
Berita Acara Pengecekan Kualitas adalah surat yang berisi
laporan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin oleh kepala
gudang sebelum keluar dari gudang, dapat dilihat pada Lampiran
5
4. SPPB/DO
Surat Perintah Penyerahan Barang atau DO adalah perintah
tertulis yang diterbitkan oleh Kadive/Kasubdivre/Kakansilog atau
pejabat lain yang ditunjuk Kagud untuk mengeluarkan dan
menyerahkan barang kepada pihak lain atau pihak internal tertentu.
SPPB/DO berisi nomor SPPB, tanggal, jenis, kualitas, kuantitas
dan harga barang, dapat dilihat pada Lampiran 12.
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5. Laporan SIM Beras/Gabah Lampiran Penyaluran Raskin
Laporan Sistem Informasi Manajemen Beras/Gabah adalah
laporan yang harus dibuat setiap akhir bulan oleh pelaksana
distribusi untuk memberikan keterangan terkait penyaluran Raskin
kepada RTS-PM, dapat dilihat pada Lampiran 18.
6. BAST Raskin
Berita Acara Serah Terima adalah surat perjanjian antara
pihak Perum BULOG dengan pihak Pelaksana Distribusi yang
menyatakan bahwa pihak Perum BULOG telah melakukan
penyerahan Raskin di titik distribusi yang diterima oleh pelaksana
distribusi sesuai dengan kuantum yang tertera dalam SPA, dapat
dilihat pada Lampiran 13.
g MDO
MDOQO adalah rekapitulasi dari copy SPA dan SPPB/DO
yang berisi nomor, tanggal, kuantum, dan keterangan seputar
SPPB/DO, dapat dilihat pada Lampiran 14.
8. MBA
a) MBA-0 adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan,
dapat dilihat pada Lampiran 15.
b) MBA-1 adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kabupaten atau
Kota, dapat dilihat pada Lampiran 16.
c¢) MBA-2 adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi, dapat
dilihat pada Lampiran 17.

2.5.10 Fungsi yang terkait
Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin perlu diciptakan
harmonisasi dan sinergitas antar Kementrian/Lembaga (K/L) terkait dalam
pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai
hasil yang efektif sebagai implementasi maka dibentuk Tim Koordinasi
Raskin di Pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan dan Pelaksana

distribusi Raskin di desa atau kelurahan atau pemerintahan setingkat.
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Gambar 2.6
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Sumber: diolah dari www.BULOG.co.id, 2016

Tim Koordinasi Raskin Pusat

Tugas dari Tim Koordinasi Raskin Pusat adalah melakukan
koordinasi, singkronisasi dan pengendalian dalam merumuskan
kebijakan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, penanganan,
pengaduan serta monitoring evaluasi.
Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin

di wilayah Provinsi Jawa Timur dan membentuk Tim koordinasi
Raskin Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Tugas Tim Koordinasi Jawa Timur mempunyai tugas melakukan

koordinasi, perencanaan anggaran, sosialisasi, perlaksanaan distribusi,
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monitoring, evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari
masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin
Pusat.

Struktur organisasi Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa
Timur terdiri dari pengarah, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang
antara lain:  perencanaan, sosialisasi, peyaluran, monitoring dan
evaluasi, serta unit pengaduan. Struktur organisasinya dapat dilihat
pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Struktur Organisasi Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur

SRTUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI PROVINSI JAWA TIMUR

PENGARAH GUBERNUR JAWA TIMUR
WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR
KETUA DAN KETUA Asisten Perekonomian dan Pembangunan
SEKRETARIS Sekretaris Daerah Prov. Jawa Timur
WAKIL K.epala Perum Bulog Divisi Regional Jawa
Timur
Sekretari Kepala Biro Administrasi Perekonomian
S Sekretaris Daerah Prov. Jawa Timur
KOORDINATOR | . ; o :
BIDANG Bidang Perencanaan: Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur
Bidang Sosialisasi: Kepala Dinas Sosial Prov. Jawa Timur
Bidang Pelaksanaan Penyaluran: Wakil Kepala Perum BULOG
Divisi Regional Jawa Timur
Bidang Monitoring dan Evaluasi: Inspektur Provinsi Jawa
Timur
Bidang Unit Pengaduan: Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur
Anggota piddng 1. Kepala BPS Prov. Jatim
Perencanaan
2. Kabid Satistik Sosial BPS Prov. Jatim
3. Kasubag Koperasi Biro Adm.
perekonomian Satda Prov. Jatim
Bidang Sosialisasi 1. Kabid Kersa Isnpektorat Prov. Jatim
2. Kabid Satistik Sosial BPS Prov. Jatim
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SRTUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI PROVINSI JAWA TIMUR

Anggota

3.

Kasubag Koperasi Biro Adm.
perekonomian Satda Prov. Jatim

Bidang
Pelaksanaan
Penyaluran

. Kabid Pelayanan Publik BULOG Dlvre

Jatim

. Kabid Kewaspadaan Pangan BKP Prov.

Jatim

. Kasi Statistik Ketahanan Sosial BPS

Prov. Jatim

Bidang
Monitoring dan
Evaluasi

. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan

pembangunan Madiun

. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan

pembangunan Bojonegoro

. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan

pembangunan Malang

. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan

pembangunan Pamekasan

. Kabid Kemasyarakatan Bakorwil

Pemerintah dan Pembangunan Madiun,
Bojonegoro, Malang, dan Pamekasan

. Kabag Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

dan Menengah Biro Adm Perekonomian
Satda Prov. Jatim

Bidang Unit
Pengaduan

. Direktur Reserse Kriminal Khusus

Kepolisian Daerah Jawa Timur

. Asisten Pidana Khusus Kejaksaan

Tinggi Jawa Timur

. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

. Kabid Pengembangan Perekonomian

Masyarakat Bapemas Prov. Jatim

. Kabid Pengawasan Perum BULOG

Divre Jatim

. Staf Biro Adm. Perekonomian Satda

Prov. Jatim

Sumber: Keputusan Gubernur Jawa Timur (2015:9)
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3) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten atau Kota

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten atau Kota mempunyai tugas
melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, sosialisasi,
pelaksanaaan  penyaluran, monitoring, evaluasi, penanganan
pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari 4 (empat)
alternatif pola penyaluran Raskin yaitu Penyaluran Raskin Reguler,
Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin.

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten atau kota terdiri dari
penanggung jawab, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain:
perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring,
evaluasi, serta pengaduan dan ditetapkan dengan keputusan Bupati
atau Walikota yang berlaku sampai dengan akhir tahun berjalan serta
harus diperbaharui pada tahun anggaran berikutnya

Anggota Tim Koordinasi Raskin Kabupaten atau Kota terdiri dari
unsur-unsur instansi terkait di Kabupaten atau Kota antara lain
Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, BPS
Kabupaten atau Kota, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam
ketahaanan pangan, Perum BULOG Sub Divre dan lembaga terkait
lainnya.

4) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas
merencanakan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan
evaluasi Program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan
secara berkala kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggungjawab,
ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: sosialisasi,
pelaksanaan penyaluran, monitoring, evaluasi, serta pengaduan yang
ditetapkan dengan keputusan camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin kecamatan terdiri dari unsur-

unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat
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Kecamatan, Seksi Kesejahteraan sosial, Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Daerah dan Koordinasi Statistik Kecamatan.
5) Pelaksanaan Distribusi Raskin di desa atau pemerintahan setingkat
Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat
bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya,
memiliki dan menetapkan salah satu dari 4 (empat) alternatif
Pelaksanaan Distribusi Raskin, yaitu:
1.  Kelompok Kerja
Kelompok Kerja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri
dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan
ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi
Raskin.
ii.  Warung Desa
Warung Desa adalah lembaga ekonomi di Desa/Kelurahan,
baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Desa/
Kelurahan yang memilik fasilitas bangunan atau tempat penjualan
bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim
Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan sebagai
tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.
iii.  Kelompok Masyarakat
Kelompok masyarakat adalah lembaga masyarakat dan/atau
kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang diteapkan oleh
Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin
1v. Padat Karya Raskin
Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada
RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayan masyarakat dimaa
para RTS-PM  diwajibkan bekerja untuk meningkatkan
produktivitas daerah dengan diberikannya kompensasi pembayaran
Harga Tebus Rasin oleh daerah melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD).
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Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa,
menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran Harga

Tebus Raskin serta menyelesaikan administrasi.

2.6 Pembahasan

Menurut Mulyadi (2010:163-165), suatu perusahaan menerapkan sistem
pengendalian internal sebagai penunjang dalam menjalankan usahanya demi
mencapai tujuan utama perusahaan tersebut. Sistem tersebut disesuaikan
dengan keadaan dan kondisi masing-masing perusahaan karena jenis dan
bentuk perusahaan yang berbeda-beda serta ukuran-ukuran yang
dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan
keandalan data akuntansi, serta mendorong efisiensi keputusan terhadap
kebijakan manajemen.

Sistem pengendalian internal pada Perum BULOG telah dirancang dengan
baik dan struktur organisasi yang ada telah baik terlihat dari pembagian
tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk
melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, seperti pemisahan fungsi
operasional, fungsi penyimpanan, dan fungsi pencatatan.

Sistem pengendalian atas penyaluran Raskin pada Perum BULOG
meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoodinasikan
perusahaan, selain itu unsur-unsur pokok sistem pengendalian intern meliputi:
organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas,
sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat dan karyawan
yang mutu sesuai dengan tanggung jawab. Dalam melakukan tugas penyaluran
beras Raskin Perum BULOG Divre Jatim mempunyai fungsi:

1) Koordinasi perancangan dan penganggaran program Raskin

2) Penetapan Pagu Raskin

3) Penyuluhan pedoman umum penyaluran Raskin.

4) Fasilitas lintas pelaku dan sosialisasi program Raskin.

5) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi

Raskin Provinsi.
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6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di lampung

tengah.

Menurut Romney dan Steinbart (2014:230-231), sebuah kerangka

Committee of Sponsoring Organization (COSO) yang menjelaskan

pengendalian internal dan memberikan panduan untuk mengevaluasi dan

meningkatkan sistem pengendalian internal. Perum BULOG Divre Jatim

menerapkan pengendalian internal berdasarkan 5 (lima) komponen serta 17

(tujuh belas) prinsip sebagai berikut:

1.

Control Environment (Lingkungan pengendalian)

Lingkungan pengendalian adalah rangkaian standar, proses dan
struktur yang menjadi dasar dalam pelaksanaan IC di seluruh organisasi.
Pihak yang terkait dalam Program Raskin Perum BULOG yang pertama
adalah Pemerintah sebagai penyedia dan penyalur beras bersubsidi bagi
kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang penyediaannya
mengutamakan pengadaan gabah /beras dari petani dalam negeri.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha menjadi fasilitator dalam
penanganan masalah serta terpenuhinya pangan dengan pengadaan
program-program penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin di Provinsi Jawa Timur
tahun 2015 dan untuk mengefektitkan pelaksanaan program serta
pertanggungjawabannya, telah dibentuk Tim Koordinasi Raskin Pusat,
Tim Koordinasi Raskin Provinsi, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota,
Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, dan Pelaksana Distribusi Raskin
ditingkat desa atau pemerintah setingkat (Satuan Kerja).

Divre/Sub Divre menetapkan penanggungjawaban pelaksanaan
distribusi dan administrasi di wilayah kerjanya dengan menerbitkan Surat
Perintah (SP) Satker Raskin. Satker Raskin minimal terdiri dari ketua,
sekretaris, dan Koordinator lapangan, yang merupakan pegawai organik

Perum BULOG. Satker bersifat independen mempunyai tanggung jawab
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dalam pelaksanaan pendistribusian Raskin dari gudang BULOG hingga
diserahkannya ke TD dan menerima pembayaran hasil penjualan beras
Raskin.

Penanggung Jawab Program Raskin Provinsi Jawa Timur adalah
Gubernur Jawa Timur, di Kabupaten adalah Bupati sedangkan di Kota
ialah Walikota, ditingkat Kecamatan ialah Camat, dan di tingkat Desa

ataupun Kelurahan adalah Kepala desa atau Lurah.

2. Risk Assesment (Penilaian Resiko).

Pada saat penganggaran, penyedia beras untuk RTS-PM Raskin oleh
Perum BULOG Divre Jatim berasal dari pengadaan dalam negeri.
Anggaran subsidi Raskin 2015 disediakan dalam DIPA APBN tahun 2015,
DIPA Kementrian Keuangan. Kebijakan pemerintah pusat dalam
penganggaran program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan
penyaluran sampai titik distribusi. Selain pembiayaan dari APBN dan
APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu
pembiayaan distribusi Raskin dari Titik Distribusi (TD) sampai dengan
Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang diatur di
dalam Petunjuk Teknis (Juknis) masing-masing Kabupaten atau Kota.

Pada saat Penetapan Pagu Raskin dapat dikategorikan menjadi 4
(empat) yaitu:

1) Penetapan Pagu Raskin Nasional yang merupakan hasil kesepakatan
pembahasan antara pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam
Undang-Undang APBN tahun anggaran 2015.

2) Penetapan Pagu Raskin Provinsi yaitu merupakan besaran jumlah RTS
yang menerima Raskin Tahun 2015 di setiap provinsi atau jumlah
beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin disetiap provinsi pada
tahun 2015, Pagu Raskin untuk setiap provinsi ditetapkan oleh Menteri
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Pemerintah Provinsi jawa
Timur dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin rumah

tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM
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untuk program Raskin 2015 dari Data Terpadu yang dikelola oleh Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Kebijakan ini didanai oleh

APBD sesuai dengan kemampuan.

3) Penectapan Pagu Raskin Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh
Gubernur dengan mengacu pada pagu Raskin kabupaten ataupun kota
yang disampaikan oleh Menko Kersa pada waktu penetapan pagu
Provinsi Jawa Timur.

4) Penetapan Pagu Raskin Kecamatan/Desa/Kelurahan yaitu besaran
jumlah RTS-PM pada tahun 2015 disetiap
kecamatan/desa/kelurahan/pemerintah setingkat, dapat juga diartikan
sebagai jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin untuk
setiap kecamatan/desa/kelurahan/pemerintah setingkat berdasarkan
DPM 2015 yang berasal dari Basis Data Terpadu untuk Program
Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendekatan
BPS yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimuthakirkan melalui
pelaporan FRP 2014 ke sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah
ditetapkan.

Dalam Kegiatan Penyaluran (Distribusi) Raskin, Perum BULOG
mengutamakan jaminan kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum
BULOG bekerjasama dengan Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana
penyaluran bulanan yang dituangkan dalam bentuk SPA. Penyaluran
Raskin dari TD ke TB hingga sampai ke RTS-PM menjadi tanggung jawab
Pemerintah Daerah, Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM
dilakukan secara regular oleh Kelompok Kerja (Pokja), Warung Desa,
Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin sesuai kebijkan
Kabupaten/Kota setempat. Pelaksanaan Distribusi Raskin dari TB kepada
RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Raskin
kepada RTS-PM sebanyak 15kg/RTS/bulan, kemudian dicatat dalam
DPM-2 dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan,
selanjutnya dilaporkan kepada Tim Kordinasi Kabupaten/Kota. Contoh
dokumen DPM-2 dapat dilihat pada lampiran 05.
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3. Control Activities (Aktivitas Pengendalian)

Aktivitas Pengendalian pada proses penganggaran Perum BULOG
yaitu menentukan Kualitas Beras Raskin yang mana beras medium hasil
pengadaaan perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan
yang berlaku yaitu Inpres No. 05 Tahun 2014. Jumlah maksimal 15
kilogram per rumah tangga miskin perbulan dengan harga Rp. 1.600/kg di
titik distribusi. Tugas ini menjadi tanggung jawab Bidang Pelayanan
Publik, seperti: Seksi Pengadaan, Analisa Gasar, Seksi Perawatan
Kualitas, dan Unit Pengelolaan Gabar/Beras. Laporan berupa Berita Acara
Pengecekan Kualitas yang berisi laporan pemeriksaan kualitas dan
kuantitas Raskin yang dikeluarkan oleh kepala gudang sebelum beras
keluar dari gudang, menjadi gambaran aktivitas pengendalian.

Dalam penetapan pagu Perum BULOG menetapkan rumah tangga
yang berhak menerima beras dari program Raskin sesuai data yang
diterbitkan dari basis data terpadu oleh Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), serta data rumah tangga hasil
pemutakhiran daftar penerima manfaat oleh Musyawarah Desa atau
Kelurahan tahun 2014 yang disahkan oleh Camat. Kemudian dituang
dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah ditetapkan
dan disahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Kesejahteraan
Rakyat Republik Indonesia serta data Rumah Tangga hasil pemutakhiran
Daftar Penerima Manfaat (DPM) oleh Musyawarah Desa atau Kelurahan
atau pemerintahan setingkat. Kepesertaan RTS-PM dalam Program Raskin
ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan pemerintah
daerah kabupaten atau kota. Contoh Kartu Raskin dapat dilihat pada

lampiran 09.
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4. Information and Communication (Informasi dan Komunikasi)

Informasi diperlukan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab IC
nya dalam rangka pencapaian tujuan. Sedangkan komunikasi terjadi baik
secara internal maupun eksternal dengan menyediakan informasi yang
diperlukan dalam rangka pelaksanaan IC sehari-hari.

Komunikasi dan sosialisasi Program Raskin dilaksanakan oleh Tim
Koordinasi Raskin secara berjenjang dan memerlukan perencanaan
bersama antara Kementrian dan Lembaga (K/L), Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), anggota Tim Koordinasi Raskin. Dalam kerjasama
pelaksanaannya berjalan dengan efektif dan bersinergi agar
penyebarluasan informasi tentang kebijakan Program Raskin secara utuh
dan komprehensif, membangun kesadaran dan pemahaman para pemangku
kepentingan bahwa Program Raskin merupakan program bersama yang
menghendaki kepedulian, komitmen dan keterlibatan berbagai pihak,
untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin agar dapat mencapai
tujuan.

Peluncuran Program Raskin Nasional dapat diikuti peluncuran
Program Raskin Provinsi oleh Gubernur. Sosialisasi Pedoman Umum dan
Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran yang
dilakukan oleh Tikor Raskin secara berjenjang. Peluncuran Program
Raskin Nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin Provinsi oleh
Gubernur. Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin Perum
BULOG bekerjasama dengan Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana
penyaluran bulanan yang dituangkan dalam bentuk SPA Raskin yang
berisi nama kecamatan, jumlah RTS-PM, serta kuantum beras.

Diadakannya Musyawarah Desa, Musyawarah Kelurahan ataupun
Musyawarah Kecamatan karena apabila ada perubahan data RTS (Rumah
Tangga Sasaran) dalam penetapan pagu Perum BULOG. Pelaksanaan
Mudes/Muskel dilaksanakan satu kali pada awal tahun segera setelah DPM
2015 diterima oleh pemerintah desa atau kelurahan. Pelaksanaan

Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara (BA) pemutakhiran
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data RTS-PM Raskin, hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir
Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015. Setelah pelaksanaan Mudes/Muskel
dan pencatatan Berita Acara dan FRP, penyaluran beras Raskin dapat
langsung dilakukan. Mudes/Muskel dan FRP 2015 dilaporkan secara
berjenjang dari tingkat desa/kelurahan kepada Tikor Raskin Kabupaten
atau Kota melalui Tikor Raskin Kecamatan. Jika Muscam dilaksanakan
maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP.

Musyawarah Desa/kelurahan adalah forum pertemuan musyawarah di
desa/kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan perwakilan
RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat
Dusun/RW untuk pemutakhiran daftar RTS-PM. Sedangkan Musyawarah
Kecamatan adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang
melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk
melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah

pagu kecamatan.

5. Monitoring Activities (Aktivitas Monitoring)

Proses Berita Acara Serah Terima dimulai dari Bagian gudang dan
Satker mengantarkan beras ke Titik Distribusi dan menyerahkan beras
kepada pihak pelaksana distribusi menyatakan bahwa pihak Perum
BULOG telah melakukan penyerahan Raskin di titik distribusi sesuai
dengan kuantum yang tertera dalam SPA.

Proses SPPB/DO dibuat berdasarkan pada SPA Raskin dari Pihak
Pemkab/Pemkot yang diperinci untuk setiap Kecamatan, Kelurahan atau
Desa, dimana masa berlaku SPPB/DO adalah maksimal 1 (satu) bulan dan
dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Penerbitan harus dilakukan melalui
perencanaan dan memperhatikan rentang waktu antara terbit SPPB/DO
dengan jadwal pelaksanaan pendistribusian dan pengambilan beras di
gudang atau pada proses GD1K, sehingga tidak menyebabkan outstanding
DO yang terlalu lama dan meminimalisir pembatalan SPPB/DO. Dokumen

asli diserahkan kepada Satker dan ditembuskan Kepala Gudang. Satker
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Raskin melakukan pengambilan beras di gudang yang ditunjuk sesuai
jumlah kuantum dan jenis beras yang tercantum dalam SPPB/DO.

Laporan SIM Beras/Gabah dibuat oleh Satker Raskin untuk
melaporkan kegiatan realisasi penyaluran. Laporan Sistem Informasi
Manajemen Beras/Gabah adalah laporan yang harus dibuat setiap akhir
bulan oleh pelaksana distribusi untuk memberikan keterangan terkait
penyaluran Raskin kepada RTS-PM,

Perum BULOG melakukan monitoring dan evaluasi dengan metode
kunjungan lapangan, rapat koordinasi, pemantauan media pelaporan.
Melalui Tim Koordinasi Raskin dilakukan monitoring dan evaluasi
(monev) penyaluran Raskin. Monev dilakukan secara berjenjang, Tim
koordinasi Raskin Kabupaten atau kota melakukan pengecekan kualitas
dan kuantitas beras di gudang Bulog sebelum disalurkan di Titik Distribusi
(TD). Selanjutnya Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana
Distribusi Raskin Desa atau Kelurahan melakukan pengecekan di Titik
Distribusi (TD). Monitoring atau pemantauan perlu dilakukan setelah
pelaksanaan sosialisasi untuk mengetahui apakah ada peningkatan
kesadaran, pengetahuan dan pemahaman dari khalayak sasaran terhadap
Program Raskin. Hasil pemantauan dapat menjadi masukan bagi
penyusunan strategi sosialisasi selanjutnya. Pelaksanaan monev dilakukan
setiap 3 (tiga) bulan sekali atau disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam
kegiatan monitoring dan evaluasi realisasi Raskin dan identifikasi
permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan
dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin mencarikan
solusi untuk memecahkan masalah. Kegiatan Monev oleh Tikor Raskin
Provinsi Jawa Timur dapat dikoordinasikan dengan TKPK Provinsi Jawa
Timur. Kegiatan Monev oleh Tikor kabupaten atau kota dapat
dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten atau kota. Setiap pelaksanaan
monev dibuat laporan (notulen) rapat dan disampaikan kepada Ketua Tikor

Provinsi Jawa Timur
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Kesesuaian komponen-komponen Pengendalian Internal COSO dan
apa yang diterapkan pada Perum BULOG secara keseluruhan telah sesuai
dan sudah baik, namun tidak adanya singkronisasi dan kerja sama antara
pemerintah desa dengan Badan Pusat Statistik dalam menetapkan Rumah
Tangga Sasaran, hingga kemungkinan munculnya masalah Raskin salah
sasaran yang disalurkan.

Tidak ada pengawas Satker pada saat penimbangan ulang yang
dilakukan oleh pengelola agar tidak terjadi kecurangan. Selama ini
Pelaksana Distribusi melakukan penyaluran Raskin dari titik distribusi
hingga ke tangan RTS-PM, disini juga pelaksana distribusi melakukan
penerimaan pembayaran dari RTS-PM serta menyetorkan uang HTR ke
rekening BULOG, hal ini menggambarkan bahwa kegiatan Pelaksana
Distribusi tidak dipisahkan antara penyalur barang dan juga penerima uang
hasil penyaluran.

Masalah tunggakan pembayaran oleh RTS-PM atas pembelian beras
dengan menimbulkan penangguhan untuk penyaluran bulan berikutnya,
Perum BULOG memberlakukan pembekuan Kegiatan penyaluran Raskin
sampal adanya jaminan pembayaran tunggakan. Hal ini perlu menjadi
sorotan pemerintah daerah seperti kecamatan, kelurahan ataupun desa
mengingat tujuan pemerintah mengadakan program raskin adalah untuk
meringakan beban Rumah Tangga Miskin.

Kurangnya kegiatan sosialisasi Program Raskin pada masyarakat
menimbulkan terjadinya kesalahpahaman anggapan bahwa prosedur-
prosedur Program Raskin hanyalah mempersulit masyarakat dalam
memperoleh Raskin padahal prosedur tersebut sebagai kegiatan

controlling untuk mencegah fraud.
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BAB 3
KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Raskin adalah hak bagi masyarakat tidak mampu yang diberikan dan
ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan
pokoknya dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam
pelaksanaannya sehingga masyarakat golongan ini dirugikan, maka para
pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dituntut sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Maka dibutuhkan sistem pengendalian intern pada kegiatan penyaluran beras
Raskin Perum BULOG Divre Jatim yang baik guna memperjelas
pengkoordinasiaan, pengamatan, pendataan serta pemantauann kegiatan
penyaluran beras Raskin Drive Jawa Timur.

Berdasarkan hasil pembahasan dan pengamatan selama praktik kerja
lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendistribusian yang dilakukan Perum BULOG Divre Jatim melalui
program Raskin dapat dimanfaatkan oleh pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan pada surat permintaan yang telah
diterbitkan Gubernur/Bupati/Walikota setempat.

2. Pengendalian Internal Perum BULOG Divre Jatim secara keseluruhan
telah dijalankan sesuai dengan komponen-komponen COSO. Diharapkan
dapat memaksimalkan kinerja yang sesuai SOP Perum BULOG.

3. Adanya sistem informasi akuntansi yang dibangun meliputi data-data
perusahaan yang akan selalu wup-to-date baik data master maupun data
transaksi.

4. Formulir yang digunakan sudah lengkap dan memadai dalam mendukung

kelancaran Pendistribusian Raskin.
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5. Dalam Proses pendistribusian Raskin Perum BULOG sangat
memperhatikan kendala-kendala dalam pendistribusian Raskin yaitu:
a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat
b. Tepat Jumlah
c. Tepat Harga
d. Tepat Waktu
Tepat Administrasi
f. Tepat Kualitas
3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat dikemukakan adalah:

1.

Perlu adanya singkronisais dan kerja sama antara pemerintah desa dengan
Badan Pusat Statistik dalam menetapkan Rumah Tangga Sasaran
Diperlukannya pengawas Satker yang independen pada saat penimbangan
ulang dari gudang ke Titik Distribusi

Diperlukannya pengawas Pelaksana Distribusi yang independen pada saat

pelaksanaan Distribusi di titik bagi.

. Pemerintah daerah setempat menyiapkan dana talangan sebagai upaya

antisipasi terjadinya penunggakan HTR.
Perum BULOG secara rutin mengadakan sosialisasi agar seluruh lapisan

masyarakat secara transparan.
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Lampiran 02

=y

Jd&BULOG

Perum BULOG

Kantor Divisi Reglonal Jawa Timur
JI. Jend. A. Yani 146 - 148 Surabaya
Telepon 031-8292775, 8291977
Faksimili 031-8292548, 8292818
E-mail  divre_jatim@bulog.co.id

Nomor :B-\7o /1303000172016 209 Januari 2016.
Perihal - ljin Permohonan Praktek Kerja

Yth. Sdr. Dekan Fakultas Vokasi
Universitas Aifangga Surabaya.
A

Surabaya.

Menunjuk surat saudara nomor : 368/UN 3 1.14/PPd/2015 tanggal 08 Desember 2015
perihal Permohonan ijin praktek kerja lapangan untuk mahasiswa -

No Nama NIM Prodi/Jurusan
1. | NiMade Ayu Pratiwi . 041310113007 DIl 7 Akuntansi
2. | Windah Alfianah 041310113013 D.IIL.7 Akuntansi
3. | NiMade Ayu Lakshmi P 041310113057 D.III 7 Akuntansi

maka dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya permohonan tersebut dapat disetujui
dengan ketenfuan:

1. ljin melaksanakan PKL / magang paling lama 1 ( Satu ) bulan terhitung mulai
tanggal 01 s/d 31 Maret 2016 di Bidang Minku.

2. Bagi mahasiswa yang melaksanakan magang agar disiplin dan mentaati ketentuan
yang berlaku dilingkungan kantor Perum BULOG Divre Jatim.

3. Tidak menuntut insentif / honor selama melaksanakan PKL / magang di kantor
Perum BULOG Divre Jatim

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

~SFBULO

Divre Jatim

Fachria Latuconsina Y
Kabid Minku

Bersama Mewujudkan Kedaulatan Pangan
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Lampiran 03

Wilayah Kerja Perum BULOG Devisi Regional Jawa Timur

No. | SubDivre Tempat Kedudukan Wilayah Kerja
Surabaya Utara Surabaya Kota Surabaya
1 | Jalan Raya Bandara Juanda, Kab. Gresik
Surabaya Kab. Sidoarjo
Surabaya Selatan Mojokerto Kab. Mojokerto
2 | Jalan R.A Basuni Sooko, Kab Kota Mojokerto
Mojokerto Kab. Jombang
Bojonegoro Bojonegoro Kab. Bojonegoro
3 | Jalan Patimura 5, Bojonegoro Kab. Tuban
Kab. Lamongan
Madiun Madiun Kota Madiun
4 Jalan Mayjend Panjaitan 12, Kab. Madiun
Madiun
Kab. Ngawi
Kediri Kediri Kota Kediri
5 Jalan Ir. Sutami No. 8, Kota Kediri Kab. Kediri
Kab. Nganjuk
Bondowoso Bondowoso Kab. Bondowoso
6 | Jalan Jend. A. Yani 62-B, Kec Kota Kab. Situbondo
Bondowoso, Kab Bondowoso
Malang Malang Kota Malang
Jalan Rotawu 16, Kec. Klojen, Kota Kab. Malang
7 Malang Kota Pasuruan
Kab. Pasuruan
Kota Batu
Probolinggo Probolinggo Kota Probolinggo
8 | Jalan Suroyo 40, Kota Probolinggo Kab. Probolinggo
Kab. Lumajang
9 Tulungagung Tulungagung Kab. Tulungagung
Jalan Ki Mangin Sarkoro Desa Kab. Trenggalek
Beiji, Kec Tulungagung, Kab. Kota Blitar
Tulungagung Kab. Blitar
Jember Jember Kab. Jember
10 | Jalan Letjan R. Suprapto No. 141,
Jember
Madura Madura Kab. Pamekasan
11 Jalan Trunojoyo Panglegur, Kec. Kab. Sumenep
Tlanakan Kab. Pamekasan Kab. Sampang
Kab. Bangkalan
Ponorogo Ponorogo Kab Ponorogo
12 | Jalan Ir. H. Juanda No. 29 Kab. Magetan
Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo Kab. Pacitan
Banyuwangi Banyuwangi Kab Banyuwangi
13 | Jalan Letjan R Suprapto,
Banyuwangi
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DAFTAR PENERIMA MANFAAT
PROGRAM RASKIN TAHUN 2013

PROYINS!
KABUPATENXOTA
KECAMATANR
KELURAHAN/DESA

Lampiran 04

Ao e e
e
Amat Fengkap sesg:

AR

o

|~ [N WD [AS ] =

TUGAS AKHIR

MengetahuiDisahkan
Camat,

{Tanda Tangan dan Stempe)

Namg Jeisy

Ditetapkan
Kepala DesalLurab,

(Tanda Tangan dan Stamped)

Nama Jalas
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Lampiran 05

DAFTAR REALISASI PENYALURAN BERAS RASKIN TAHUN 2615

(BULAN: .. S ..TAHUN 2015}
PROVINS!
KABUPATEN/KOTA
KECAMATAN
KELURAHANDESA
RTRW
i Limlal K_ ,.- ajeall ; o
- : S
36 X Tk T
’ 2014
MengetahuiDisahkan Titik Distribusi
Kepala DesafLurah, Ketua Pelaksana Distribusi,
{Tanda Tangan dan Stempel} (Tanda Yangan dan Stempel)
( Nama Jelas ) { Nama Jelas }
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Lampiran 06

p — —_ —- — )
i BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN ;
Desaf¥slurahan . . = Kabupatan/Xota : . . i
| Kecamatan : o . Provinsi : _ I
|
Berdasarkan Syrat BupatiWalisota .. ... . Nomer. .. .. . tanggal ... ... . 2015, leriang Penetapan Pagu Raskin !
tahun 201&  maka masyaraka! OesaKelurahan ., ... .. .. ., Xecamalan s KatupatenfKota
e ~.Prwvinsi L. L medyelenggarakan Musyawarah Desa/Kelurshan, pada:
. Han o e
\ Tanggal
Oengan peserla sebagar berkyl
1. Aparat Desa oo e Drang
2. Parwakilan Takoh AgamaTokoh Masyarakal vvevieees ve oo . Orang |
3 Parwakilan RTS-PMW Raskin 2015 e . Drang

Dengan kesepakalan sebagai berut;
Menyatakan ianadi parubanan GPM dengan rnclan sebaga berku ini;

1. Jumiah RT5-PM gatam CPM .. .. Rumah Targga
2 Jumigh RTS-PM yang digamti karena
l a Pindan [kguar dan desa’kelurahan) e o Rumah Tangga
b. Seturyh anggota rumah tangga meninggal (tanpa ahli waris) v Rumah Tangga
¢. Ruman tangga tercaiat dua kali datam DPM awal covriivoe... Rumah Tangga
¢. Rumati langga dianggap sudah mampu ceecaer .- Rumah Tangga
3 Jjumizh Rumah Tangga pengqanti [23+2b+2c+2d) acalah s oo Rumah Tangga

dar manyalzkan hahwy jumiah Rumah Tangga yang diganti adalah sama dengan umiah Rumah Tangga
penggant

| Demixian Berita Azara ini dibuat dengan sebanamya unluk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

{Tempal] {Tanggal}
Kapaia Dasallursh Ketua BPOMekel Parwakllan Tokeh
Agama/Masyarakal
Tanga Tangan § Stempst Tanda Tangan & Stempe! Tanda Tangan
[ v emveeeeve s v reeeenn o } [t ) (e e e ]
Nama Jalas Nama Jelos Nama Jelas
!
Parwakilan RT5-PM Parwakilan RTS-PM Parwakllan RTS-PM
Tanda Tangan Tanda Tangan Tanda Tangan
(e e e } [ e e ] f e }
Mama Jolag Nama Jolas Nama Jelgs
L
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Lampiran 07

BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN ....o..covirs

Berdasarkan Sural BupalWafkota ... ... Nemer ..., langgal ... 2015, tenlang Penetapan
Pagu Raskin tahun 2015, maka pada han ink: ... 1aNQQaEl orvvrerereo BUIEA L 1BRU DUB OB
kar para Kepala Desaflurah di Kecamatan ... Kabupaternota ..............., Provinsi ... fslah mengadakan
Musyawarah dangan kesepakatan sebaga berikut:

RTS - FM
h
No Nama Desa/Kalurahan vl [ Was Wvscam Keterangan
1 i
¥
Lo
T 1
dst
Jumish _E
Demikian Gerita Acara ini dibuat dengan sebenamya untvk dapal dipargunakan sebagaimana meslinya.
retviveeeeneennes 2015
Kepala Desailurah Kepala Dosa/Lurah
{Tanda Tangan dan Stempai} {Tanda Tangan gan Stermpel)
{Nama Jelas) (Nama Jelas)
Kopala Dasa/Lurah Kepals DgsafLurah
{Tanda Yangan dan Stempet} {Tanda Tangan dan Slempsl)
{ Nama Jelas ) { Nama Jolas )
Disshkan oleh:
Gamal ... .ccoinine
{Tanda Tangan dan Stempel}
{ Nama Jelas )
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Lampiran 08

Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015
Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

Ko

Provinsi H
Kelurahan/Desa
Kah/Kota
Rurmnah Tangga Pengrant
Rumah Tangpa yang Dipaat [Setual DPM 2015) .
Momor
Rumah T Lan
kode Hama | MNama Alason Dikehuarkar 1 Resrmah Pasangan Kepala fumah Tangra Anggota ngea
¥ Pasang [t tonda <7~ o) saloh sats ktok] Kepa Fanzrs
Tanged/ | pumat | Kepala
Keluarga Komah AT _
Tenses : . aY Duptik Kaya “Mama Bulan/Tahun Laklr Nomor KTP Nama Butan/Tahun Lahir Nama

VI
LI
[ V]
L VL]
BE/EEE

L]
L]
L]

AL

...... —tanggal........— 2013

L[]
L] L]
L] L]
L]

]

| L]
| L]
[ ]
Ll
L

Ditetapkan oleh

MengetahuiDisahkan oleh Kepats Deaar trah

Camat

Tanda Tangan & Stempel
1 )

Tanda Tangaa & Stempel
{ )
v Nama Jelas

Mama Jelas

* Formulir ini dapat diperbanyak
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Lampiran 09
r KARTU BAGIAH DEPAN ] [ KARTU BAGIAN BELAXANG J
DAFTAR PEMBEUAN BERAS
KARTU RASKIN TAHUN 2015
DESA/KELURAHAN .oovicronvorsansnrniinssaans
Hame Kepd o Sumeh Tanggx
et {oipegang Sieh RTS!
Alrat U (Lo el
Dest/S.eiursnn 1 Januarl
Kecsmatan 2 Februarl
Kazupaten/{oLE 3 Maret
Pronenst 4 April
Jzmak Beras per Buran 3 Mel
6 Juni
- 2015 7 |l
Perarima Manteat Tim Koordinast 2askin 8 Agustus
Kecaa Gumah Tang Labugnen/Xota 9 September
10 Oktober
1 Novembers
12 Desember
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¥EsULOG

Perurn BULOS

Kanior Pucal

Jalan Jgndaral Goted Subvco No. 49
Jakaria 12954, Indeviesta

Lampiran 10

Teawa cengan Kop Swat masingmacng

Telepan {82-21) 5252202 (Ex1. 2000) DvaraiSubsivre

Eacsandi [62:21) 5204334, 52962604

E-mai - gekiptpoai@iisog goud

Wedade . waw.biiog co.xi

FAKSIMIL) DALAM REGERI

Names [ T U OU PP L' <[« - [T TRTIRROR 20...
Uniuk Kagivre/Kasubdiiae .,.ccoemee e e
Dari KadivtafKasuddlvre ., s
Asal Berita Bidang Pelayanan Pubﬁk l Seksu Pelayanan Publik
Hal . | Petayanan Raskin Anlet wllayah. {RAWY)
Tembusan | 2 | e, R e S
Jml Lembar sy tustb-l;ng] l.embar

Is] Berila:

Sesuai pelaksanasn Raskin Antar Wikayah (RAW) yang sudah disepakati bersam,

maka berdasarkan !

No. SPA KabupatenfKola

Bulan Alokas)

N B I e N L T e

PRORRTI AR N e v

Dengan ini mehen diterbilkan SPPB/DO Bearas per Ke¢amatanDasa dengam rinclan

sebggal benikut
Na. Kecamatan/Désa Kuantum [Kg)
2, |KeODEEA ..o e e - Vet et mrast s ael s
3 | DSl ey - Beed00ennefotanstten
Jumnlah

Demikian disampaikan 8las kefjasamanya diucapkan (erma kasth.

DIVRE/SUBDIVRE

KEPALA,

Tanda Tangan & Slempe!

{

Bersama Mowu)udkan Kadaulatan Pangan

TUGAS AKHIR

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN...

Nama Jelas )

WINDAH ALFIANAH
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Lampiran 11
BERITA ACARA
PENGECEKAN BERAS RASKIN
Pada hari ini........., tanggal................ Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi
BupatiWalikota .................... No. ............., kami yang bertandatangan di bawah ini :
1 Nama
Jabatan ¢ eV

selanjulnya disebut PIHAK I,

2 Nama L st e e ra
dabatan e
selanjutnyz disebut PIHAK Jf,

3 Nama D imrrerrerrrrren e reaeeraranr
Jabatan @ Kagud ...........cceeeee.
selanjutnya disebut PIHAK #ii,

Dengan inl secara bersama-sama telah melaksanakan pengecekan kualtas dan

kuantitas beras raskin secaras visual uniuk alokasl bulan ......... tahun ...
Kabupaten/Kota ................. di Gudang Perum BULOG, dengan kondisi baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

PIHAK 11, PIHAK 1l PIRAK 1,
{Tanda Tangan) "~ (Tanda Tangan} {Tanda Tangan)
(Nama Terang) {Nama Terang) (Nama Terang)
Ket:
Y Perwakilan Tim Koordinasi (Tikor) Raskin Kabupaten/Kota.
% Satker Raskin Perum BULOG,

TUGAS AKHIR ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN...  WINDAH ALFIANAH
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Lampiran 12

DIVRESUBLIVREMARSILOG ..o

{ Alamal Kardary Kepada ¥ih ;
Kapala Cudarg ..........
di,-
Tempatl
T PERI ENY H BARAN B
DELIVERY QRDER ([0}
1. Nomwr BRRECKD A
Feryaluran Tarun Anggaran : '.' mm—
2 ChvrerSubloraamslog ..., meEmernlahkan
8. Dasarl

= HMomooiTanggal SPA

= MomefTanggal Sural Pammbdaan RAw
b Unhk menyerabihan dar persodiaan kepada

QU Keparkeen

3. Barang stpark erzedu! dicawah ind
. Nama Barang

JaniKualllas

Jurriah

Tarbitang

boEw

Hizga Satuan
Jurstah Harga
Tatllang

Keterngan

TP

SRR

4. SPPEMO In baraky EEmpgi dangar tancggal

% Denaan ketentran -

=2 Panperabar beras derygan barad neflo uniuk nelts distes alat angket dlmuka piviu ouds
b. Harya SPPETHD Anli yang bewtaky; Lok pengalvaran barang lersebut cﬂ'a!asj: h

q, Jika terdapat perubahantambaton dar kets i
i el i ey Ertuan yang tarlera di dalam SEPRT ini, maka

.- '+ I
OWRESUBONMREMANSILOG .. ...
]

C‘;'frﬂ!ﬂ" _. KEPALA,

bisg satafr ety aiaw keduanya Tenda Seempol
: a50! PangadsenDire Fangan &

& Kepate Bidengs pmag ot [ Nomadraz j
Jambuzag ;
1. Sekal Aktwlans] BhreSubdivre
2 Aaalp

TUGAS AKHIR ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN...  WINDAH ALFIANAH
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Lampiran 13

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKIN
NOMOR, . 200

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) BupatWaikota . . No. ... tanggal
e, G20 SPPBO0 No.-... ............ pada han ini. . .. . tanggal .. .. .. bulan . .. .
@hun ... ..., kami yang bertandatangan di bawah ini:

1 Nama T T AN AT s T ie el b s Yo S aesTa
Jabatan © Satker Raskin Perum BULOG
Selanjutnya disebut PIHAX |,

2 Nama

Jabatan : Pelaksana Distnbusi Raskin )
Desa/Xelurahary

Selanjutnya disebut PIHAK II,

PIHAK | 1elah menyerahkan Beras Raskin di TD untuk alokasi bulan oo sebanyak Kg.. untuk
: RTS PM. dan PIHAK Il telah menenma beras Raskin di TD sesuai ketentuan yang beraku, sebanyak

tersebut di atas dengan pembayaran tuna

Penyerahan beras sampai kepada RTS-PM mengadi langgung jawab PIHAK Il

Demikian Berta Acara Serah Tenma Raskin dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK I, PIHAK I,
(TandaTangan) (TandaTangan)
{ Namadelas ) ( NamaJeias )

Catatan:
*) = sesuai surat penunjukan/penetapan dan Kepala DesallurahKepala Pemerintahan setingkat.

TUGAS AKHIR ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN...  WINDAH ALFIANAH
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Lampiran 14

REKAPITULASI SPPB/DO PENYALURAN BERAS RASKIN
DIVRE/SUBDIVRE/KANSILOG : ....oveee v

KABUPATEN/KOTAMADYA : cueeereneirmisrens

ALOKASIBULAN : .....cccoverrereneeranns 20..,

SPPB/DO Kuantum "
No Nomor Tanggal {Ka} Ketorangan
1 2 3 4 5

Jurniah

DIVRE/SUBDIVRE/KANSILOG ............
KEPALA, ¥
Tanda Tangan & Stempel
( NamaJelas )
Catatan :

" diisi nama kecamaten sesuaf SPPBDO

& atau Kepala Bidang yang mewakili/ditunjuk oi Divre Operasional

Segera dikirimkan setelah ditandatangani pejabat yang ditunjuk.
Khusus unfuk Subdivee/Kansilog yang sarana komunikasi dan
transportasinya sulit dapat mengirim tangsung ke Perum BULOG 4.
Divisi Penyaluran setelah ditandatangani dengan temhusan ke Divre.

TUGAS AKHIR

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN...

WINDAH ALFIANAH
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Lampiran 15

REKAPITULAS| BERITA ACARA PELAXSANAAN

PENYALURAN BERAS RABK(N
WUPAWOT& : WEAss sy dwebiviencnann e
KECMTAH : dserdndennnrnenpepinnie
ALOKAS( BULAN N O || I
DISALURKAN BULAN : i 20,
Bardaearkan Barits Acara Serah Tarima Boras Raskin di Tk Dislribasiiia
Desa
Wlah dfsaturken beras xebanysk ... . g inclee
ol kan kg kepadd ...... RTS-PM dengan rinclan
Helwnhan / Desa’ | Jumiah | Kusoby
N: Kou_:\_lhn RTS-PM I'Faii (@ !.{2:: *g) Na, BAST | ‘Katerapgan
3 4 5 I3 7
Jumiah
SJATKER RASKIN
CAMAT, Y DIVREJSUBDNREJ‘KANSILOB...,...........
Tarda Tangan & Stempet Tande Tangan
( NomaJsles ) { WNamaJofas }
Cataton
" mtau pafabat ysrg mewaidh/diunik

TUGAS AKHIR ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN...  WINDAH ALFIANAH
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Lampiran 16
REKAPITULAS) BERITA ACARA PELAKSANAAN
PENYALURAN BERAS RASKIN

KABUPATEN’KOTA : Smasamlengphbugitirrrrvans

&msl BULAN : b L T PRI T YT 20!0-1

DISALURKAN BULAN : LELLLE L S P PR 2”-»“
Berd_asarkan Rekapltulasl Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Beras
Raskin dl Kecamatan unfuk alokasi butan terensrmarcannens 20, telah disalurkan beras
sebanyak ........ » Kg, uniuk .. ........ RTS-PM dengan rincian sebagal berikul :

Jimilah | Jumiah [ Jumish | Kuantom Nilal
N L
:, Keca;naun ‘Du:a" ."3,} RYS-PH K (RP. ......Ixg) Keterznpgan

5 5 7 ]

Jiimlah
FRORALANEPIIAIIRARALS | 29NN wnduqsyraanta 20--;
PIVRE/SUBDIVREMKANSILOG ....cces s
BUPATI! WALIKQTA, ¥ KEPALA, 4
Tands Tangan & Stanips! Tanda Tangan & Stampel
{ NomadJalas ) { NamaJolas )
Calatan :

" fumiah Dasa = Sesuai Jumish Desa yang talah disershierimakan beras Reskin
* 7O = TitiKk Distribusi

¥ atau pojabat lain yang mewakiidituniuk

¥ alau Kepata Bidang yang mawakili/diiunfuk di Divra Operasional

Segora dikirimkan satalah ditandatangani pefabat yang ditunjuk.
Khusus untuk SubdivrefKansilog yang sarane komunikesi dan transportasinys aujle
dapat mengifim langsung ke Perum BULOG Q. Divisi Panyaluran setalah
ditandatangan! dangan tembusan ke Divre,

TUGAS AKHIR ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN...  WINDAH ALFIANAH
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Lampiran 17
Nomer S R SRsHen SHafasessitosesmemitses . C e e e 20
Lariplam R — -
Pesinsd t  Rekaphilyg) Bertts Acars Palykaansn
Perqusian Soas Roskn Rifan ... . 20 .
Kepadn Yih- :
Bapak Dirsktur Patwyenan Pubilk
up. Kndly Pemysioran
ai-
dakade
Barsams i dissmpaian
1, Raimphjagl Boska Acars Palakeanan Rasin Subdma ke Dhre ..., bolsn . .., 201, guna
behan legitnn kepads Kudds Pengguna ANQQIan (KPA) Subsel Panpan Xamenleriar Sosel
gonirar fncaan ;
No. Dtvee | Sutidoyrs § Jumizh | Kusntum RAM Kaetbtangan @

Kermiog | RTOFPN ) (K9] 1 \Rp....ikg)

| [+, | v"

AR RETET L B Prisse~

It} BubOivm Ciiniaaem

lu hm‘“ .80 rpTyve prYe

AV i rr .

v | Dstnys

Rincian Rakephulos! Betn ACars Formt MBA-T par KB Camatae Krempy.

2. Revapidiae SPPRDC Prnyalitan Beras RASKIN

3. Foto Copy Rencam Kesis Akkirsi Pahy3auan Beves RaskaSutal Permintuon dax Mands.
Demiklen uruk capal diterdma don Apargunaken SEOIGEAMaNS Meainys.

M aeta it et fog e paapriaanys dChe

OVRE .. e s
KEPALA,
CataMn Tanda Tangan & Stempe!
') bagt Divre. Opavesional yang manyaturksn Faskin
Bidkan AlkeN ... 20... { Nwns telas |}
Bokurmn yang dRkEm ;
1. Rakapitulnsi BA (MBA-1) sabiayak + temblr (938),
2 Rekan BPPE/DO setanyak 1 Wmibow, (o).
2. Sural Permamiann Poman (5PA) webanyak 1 lembiat (folo copy)

TUGAS AKHIR ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN...  WINDAH ALFIANAH
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Lampiran 18

PENYALURAN BERAS RASKIN

BULAN @ o ivirnieaaannes 20...
Model Laporan : SIM-..............
i Lampiran : ... | R |
Divre/Subdivre/Kansilog @ ... ... ...,
Satuan : Kg MNetio
T 5.P.A RASKIN KUANTUM DO po BELUM PELAYANAH DF GUDANG BLM Di.
NG, PENYALURAN Smy BN | BULAN S/ BATAL | DIDOKAn [ EMDBLN | BULAN SIC
NOMOR | TAHGOAL | ALOKAS! | KUANTUM | KUALITAS LaLy el LM M LALL ten BLmpn | EAYANAN
7 2 3 -+ 5 L 7 = Ed 10 kil 12 3 T4 15 1o
1 RASKIN APEN
_ ; . : —
JUMLAN [ i
................... R N~ & SN

PERUSAHAAN UMUM {PERUM) BULO
ODIVRE/SLIBDIVRE/MKAMNSILOG . coveeea
KEPALA ',

Tanda Tangan & Stermpei

[ Nameg Jglas )
Catatar - ¥ atau Kepala Bideng yang mewakili/ditunjuk oi Divra Operasional

TUGAS AKHIR ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN... WINDAH ALFIANAH



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Lampiran 19

Kepada ¢ Yth. Tim RASKIN Pusat Cq. Kadiv Penyaluran

Dari . Kadivre ..

MNomor R TR

lsi Berita i Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran RASKIN Tahun 20.....
di Divre ... ................. , posisi pertanggat 39 Desember 20...

Dengan ini disampaikan Laperan Rampung Realisasi RASKIN Tahun winmeeees, dENIGAN rincian
sebagai berikut

Distribusi Penyelesaian MBA-1 Transfer

Bulan | Rencana | Reallsasi Kuantum | HP-Raskin Ket.
{Kg) {Kg) (Ka} (Rp}

z
e

RTS-PM

Jan
Feh
Mar
Apr
[ Mei
Jun
Jul

Agu
Sep
Okt
Nop

Gl ol

-
=]

—
-

s
[

Des

Jumlah

Penjelasan selisth yang terjadi antara :
a. Rencana dan realisasi distribusi sebanyak ......... Ko disebabkan oleh ............

b. Rencana diskibusi dan penyelssaian MBA-1 sebanyak . Kg disebabkan oleh

L

c. Rencana dlStl‘IbLISl dan Transfer HPB sebanyak
disebabkan cleh ..

Demikian chsarnpalkan mohon makium,

............................................... 20...
PERUSAHMN UMUM (PERUM) BULOG
DIVRE ..
KEPALA,

Tanda Tangan & Stempe!

{ Namadelas )

TUGAS AKHIR ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN...  WINDAH ALFIANAH
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Kepada . Yin. Tim RASKIN msamq Kadiv Penyaluran
Dan : Kadvre ..
kMomor : F-
! Barita 2 Lapumﬂ Mnnnudng Tumalmn HTR RASKIN Tahun 20.... di
DTS .oiiniae ., posisi pertanggal ... Bun e 20
Pe Kin . ;
P PB”’T'H _“j_?! PH:EIE“ Jumilah Sisa Pambayaran Ket
Pagu | Reallsasi | % {Rp.) Penntaymean 1 ° . impy {%)
2 T £ 5{43) | B=dx Rp.1.600 7 H=g-T 5= B
Divre
Kab f
Kota....
Subdahnme
KabfKota
Jumilah

Penjeiasan Realisasi HTR RASKIN batum lunas disababkan, alasan :

a.  Tunggakan Realisazl peryetoran HTR di Kab. ... lefambal dikarenakan ..
[- T - |

Demiklan disampaikan uniuk menjsd perhatian,

PERUSAHAAN UMUM [PERUM) BULOG
DIVRE icceisininnnivsnsmsas
KEPALA,

Tanda Tangan & Stempa!
{  NamaJolas )

%ﬂ:ﬁ':nrtm tiap hari Jumal, cq Divisl Penyaluran via faksimii 021-5222675 atau emal ke

2) Kolom 4 diisi : Realisasi dasar sesual DO Tarbd per hari laporan

3) Ketom T diisi jumlah pembayaran HTR (dikentrol dengan rekaning Koran/bukil sator yang

4] \ui'dp::uhm gagan lamisah, (ka tordapatl lunggakan tahuan-tahun sebelumnya dengan
fermal yang sama.

TUGAS AKHIR ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN...  WINDAH ALFIANAH
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ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN...

Lampiran 21
DATA RASION / RASTRA FROVING! JAWA THIR TAHMN 2016
PER BAKORWR.
:I:n. N RARIKOTA_| iG] J s | i RTSP0 | PAGUBLADog] JPACITAIAN 0 ]
1 [BANG 1 1 i 8 LT -7 ") T
2|k, 30 5 W72 220,10 zs%mu_
: g;m z 3] 3724 ::J!ii :, -
S[Kab Pamawn E 300,960 | ﬁ%m
-y R I mﬁ_ﬂ
Pboirggn ™ A '1ﬂm [ 2PeTOas | __éw
za 21 61410 1311150 1570800 |
] ® 36050 470 |
2| Bondowoes ah, Bt [[KFZ] i 13,22 10
- Subando 1 ) 510 155220
3% « 24085
| deerioer 19| Kb, Jwwbor T :ul 1) F17F 13 I,
K. Banjewgs I I 130,08 Y 07 2
AREAH ih fiu'} YT ) T86.56620 |
[0 [PAMERASAN [ _B{Sunbaye Uhs | i3 5961 L O
) 1] 78,100 .7 105 54
15[t Gracik 15 (AL L185205 1
Wi W wwaMs|  xmem %
inan ][R, 21 ! T 1%% 1
(I 1 TDRBAT, 15, _%%
08 1 ) y
e ST el s
ke d
ol T V777 S EE Y]
i AN 2 [V hdn 7 g 1,000,800
21| Kab, M L T62.900
[ 0,192 135000 h
5 7 ey 7]
: = o
mwﬁm 1N 1 41519 2 Ignaa
";1 ¥ TEAALD T | ’Mm
T 8334 B0
UG, Bt :‘:-‘i % 198,30 TR
e ﬁl_ P
| [ %E"_’.
VIS4,
¢
!I’m
ﬂﬂm
12547200
S Y7
v
_mﬁa.m
-]
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Dokumentasi Praktik Kerja Lapangan

TUGAS AKHIR ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN...  WINDAH ALFIANAH
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